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ABSTRAK

Nama - Ardi Jaya Pradipta
Program Studi : llmu Hukum
Judul : Peran Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak

sebagai suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikn
Para pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian (Studi
Kasus : Perdamaian dalam perkara Cerai Talak No.
71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Perdamaian dalam perkara Cexi
Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Perdamaian olehdkam
dalam perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dp)

Hakim agama dalam menangani perkara perceraiaerdjgailan agama
memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihakirsgde tidak terjadi suatu
perceraian. Usaha hakim untuk mendamaikan par&k pihamerupakan suatu
amanah dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 @Ranadilan Agama jo.
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahas Widang-undang No 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agajoa Undang-undang No. 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 7 Tah8@ tE:tang Peradilan
Agama Pasal 82 ayat (1). Peran hakim sangat krssi@agai penentu dan
pemutus dari suatu perkara yang diajukan kepadaaey dalam hal ini
merupakan keputusan atas suatu kelanjutan suakawean seseorang. Agar
mencapai suatu keputusan yang baik dalam mengaditu perkara perceraian
hakim semaksimal mungkin harus menciptakan suatapgian sehingga tidak
tercipta perceraian, akan tetapi apabila memancepEan merupakan suatu jalan
terakhir yang terbaik maka hakim berkewajiban untolemutus dengan
pertimbangan-pertimbangan yang baik. Pelaksanaas Mgajib Mendamaikan
bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban hakitokumemeriksa dan
memutus perkara yang diajukan ke hadapannya daknpdnanganan kasus
perceraian. Hakim dituntut mengupayakan agar piasaksebaik-baiknya terjauh
dari penjatuhan putusan cerai yang berdampak padasmp/a perkawinan
seseorang. Pemberian kelenturan waktu atau penundaktu hingga perkara
tersebut diperiksa secara materiil menjadi saldah keleluasaan yang memberi
kesempatan para pihak mengadakan perdamaian.

Kata Kunci:

Asas Wajib Mendamaikan Para Pihak, Peran Hakim AgdPenanganan Kasus
Perceraian
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ABSTRACT

Name . Ardi Jaya Pradipta
Study Program: Law
Title : Judge's Role of Religion in Reconciling The Partiegs an

Efforts to Achieve the Principle Must Reconcile TheParties in
Case Handling Divorce (Case Study: Reconciliatiomi case of
Separate Divorce No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Recotietion in
case of Contested Divorce No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk
Reconciliation by Hakam in the case of Contested Rorce No.
1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)

Religious judges in divorce cases handled in religicourts have a duty
to reconcile the parties so that it is not the cafsa divorce. Judge's efforts to
reconcile the parties, it is a mandate of Act Noof71989 about Religious
Judiciary jo. Act No. 3 of 2006 about changes OfwLEHo. 7 of 1989 about
Religious Judiciary jo. Act No. 50 of 2009 about@ed amendment law No. 7 of
1989 on Judiciary Religion Article 82 paragraph. (Ihe role of judges is very
crucial as decisive and breaker of a case subntittédim, which in this case is a
follow-up to a decision over the marriage of a parsin order to reach a good
decision in the case of divorce judges adjudicatgemtest extent may have to
create a peace so as not to create a divorcef indeed divorce is a last best way
then the judge is obliged to break with good coarsitions. The implementation
of the principle of Compulsory Reconcile does nonhstitute a violation of the
obligation of judges to examine and put forwardteak the case before him in
terms of handling divorce cases. The judge is reguio intervene in order for the
parties as best as possible the most distant obwkehrow of the ruling of the
divorce which resulted in a breakdown in the maeiaf a person. Giving the
suppleness of the time or the delay time untilrdn@ew case materially became
one of the spaciousness that gives the opporttimtyarties held peace.

Key words:

Obliged to Reconcile The Principle of Party, Judgeble of Religion, Handling
Divorce Case

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL oo e e e e e e e e e [

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii
LEMBAR PENGESAHAN ...
KATA PENGANTAR e \Y
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .................. vii
ABSTRACT ... I ... ..o e ne e e e naaas IX
DAFTAR IS| .. o oY S . S N .. . ccoececaneeneneinianens X

1. PEDRUEE SUSIIELA NGE_—". . W AN S A ... ]
TR T, Y ¥ & R 1
. 2R0K0k POMaSalahan WUy . . .. J0nmnerr.. e b ... ...........12
R N Eulica T . N . ... - A ............12

iEERfinic| Operasionalg M. RV ... ommee oY . ......... 13
idSINetodelPenelitianty,. . . B . 47 . ... . Sy, .. 15
1.6Sistematika PenuliSan .....cco.oiiioi e e e 18

2. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DAN

FEEREBERAIANG ] T (W Y. 20
2.1Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan ...........ccccccciiiiiiiineeneeeeeeenn,
2.2 Tinjauan Hukum Tentang Perceraian ..........ccccccieeeeeeeeeeieieannnnnnnns 24
BSFEentuk Perg@iRialT . S a8 "0, B ............. SO ....... 28
2.3.1.1.1 Karena kematian salah satu pihak ..........c.....cccccceeeennnn.n. 28
2.3.1.1.2 KaraRel POREPTALINGN, ... . ~wommemassss: o oo---:- T - oo cvveens 29
2.3.1.1.3 Tindakan Pihak Suami ............ccceeeeriiinsiiiieeeeeeeeeeeeeeeeiians 29
s 0 AELELD P W Yl A T 30
2.3.1.1.5 Persetujuan kedua belah pitdidlu...............co.oorrriiinnnnnn. 30
2.3.1.1.6 Keputusan hakim&'lik talak .............ccccoeiiiiiiii, 31
2.3 . L STUO B ....... ¢ O e ee e ettt seeen s rrreennnnes 31
2.3. T NESESOLEINN . B e BN B . 32
ZRCRINR M- W N et 32
2.3.L.1L.ARIAAAN ..o 33
2.4 Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang .......cccc.ccccevvvvvvennnnnns 34
2.5AKIDAL PEICEIaIaN .....cevviiiiiiieee ettt 63
3. HUKUM ACARA PERDATA PERAADILAN AGAMA DAN PERAN
HAKIM DALAM PENGADILAN AGAMA e 41
3.1Tinjauan Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Perabiilam .......... 41
3.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .......cccccccceeeeeeeennnnne. 41
3.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia...................... . 42
3.1.3 Para Pihak Yang Berperkara ..........commmeeeeeeeveeiiiiiiiiininnnnn.. 46
3.1.4 TUNtUtan HaK .....ccoooiiiiiiee e 48
3.1.5 Jalannya Persidangan ...............uuceeeeeeieeiiieiieeeeee 49
3.2Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama ... .ceeeeeenns 54
3.3Prosedur Pengajuan Perceraian ............comeeveernrniiiiieneeeeeneennennee. 56

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



Xi

3.3.1TataCaraCerai Talak .......c.oven e 56
3.3.2 Tata Cara Gugatan Ceral ...........commeeeeeerrrnniinneeeeeeeeeeeeeeeeeee 57
59

3.3.2.1Pengajuan Secara Tertulis ..................oemmmmmeeennireeenns
3.3.2.2 Pengajuan Secara Tidak Tertulis ...cccccceevvvceiiieeeeee... 59

3.4 Kedudukan Hakam Dalam Perceraian ........ccccoeeeieoeiiiiieeianennnnn 60
3.5 Peran Hakim Untuk Mendamaikan .........ccceoeeieeieeieieieeeeeaaaaaens 61
3.6 Kendala Pelaksanaan Perdamaian ......cccceeeeeeeeeeeieseeieeieeeeannn. 68
4. ANALISA KASUS .o e 70

4.1 Peran Hakim Agama dalam Penetapan no. 71/ROUGPA.Dpk... 72
4.2 Peran Hakim Agama dalam Penetapan no.173/ROLGPA.Dpk.. 73
4.3 Peran Hakim Agama dalam Penetapan no.194GR01L1/PA.Dpk. 75

5. PHIEESELUCE ... B AT . S ....................... 78
E. T UG . ... Y. ... . e b ............. 78
BEC S ... ... . ... T AR ... ... ... 79

DAGIEEEENRRSRTNS] . LB ... S 80

BERIUIRAN ... DR, ... o . 83

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



Xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran |  Penetapan no. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk
Lampiran Il Penetapan no.173/Pdt.G/2011/PA.Dpk
Lampiran Il Penetapan no.1941/Pdt.G/2011/PA.Dpk

Lampiran IV Bukti Pengambilan data dan wawancaraPedngadilan Agama
Depok

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seofag dan seorang wanita
sebagai suami istri. lIkatan lahir ini ada hubunfpamal yang dapat dilihat karena
dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan ini mextdiedua pihak dan pihak
lain dalam masyarakat. Ikatan batin ini merupakarumgan formal yang
dibentuk dengan keinginan bersama yang sunggulgshing\ntara seorang pria
dan seorang wanita dalam perkawinan itu adalahiakardenis kelamin ini adalah
kodrat (Karunia Allah SWT) bukan bentukan atau yelsa manusia. Menurut
ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 197t#angrPerkawinan tujuan
perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumahgeggng bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk hrut@agga artinya
membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suandatm satu wadah yang
disebut rumah kediaman bersama. Mengenai kehiduggarusia yang berpasang-

pasangan dalam Surat Ar-Rum (30) : 21,

\

01\
(VA

o e B /=/‘o‘~,«)‘ ,/‘//"/fT’,ﬂ f‘T’w A ,T/~ |- -
. . Lad M 3, r LAl .
}”(*'%:"HL}"?')L&Q&M~JJMU5/SJL§1’Q“H‘U€)

o\

. =

e o g M | ¢ .
QQO)M{)A%Y;‘M/‘J@Q; Ao
~

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Riagymenciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayanka cenderung dan
merasa tentram kepadannya, dan dijadikan-Nya dramiu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bemarlberdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikit

Selain itu dalam Surat An-Nur (24) : 32,

T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, Al Quran dan TerjemahdSemarang : PT Kumudasmoro
Grafindo, 1994), hal. 644
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yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di @nkamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaysang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika merskan rAllah akan
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah aMahas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahi.”

Bahagia berarti ada kerukunan dalam hubungan astami istri atau
antara suami, istri dan anak-anak. Kekal artinyalabgsung terus-menerus
seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu s#gai dibubarkan menurut
kehendak para pihak. Perkawinan berdasarkan Ketmhéang Maha Esa, berarti
perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan k@&uTuhan kepada manusia

sebagai mahluk beradab.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yangponeyai arti luas,
akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai arti téuteiikah adalah suatu
perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin astoeang pria dengan wanita

untuk melanjutkan perkawinan. Dari pengertian nikaftapat ditarik makrfa

1. Nikah adalah persetujuan atau perjanjian atau saledd antara seorang
pria dan seorang wanita.

2. Untuk ada atau terjadinya nikah harus ada keretian kesukaan dari
kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.

3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan yang sudaturdegama yang
terdapat di dalam hukum figih. Menurut perkembangakum figih di

Indonesia, dapat ditemui dalam peraturan-peratwiamidang hukum

?|bid, hal. 549

3R. Soetoyo Prawirohamidjoy®)uralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di
Indonesia (Surabaya : Airlangga University Press, 1994) hal
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muamalah yang menjadi hukum positif, antara laimgibasi hukum

islam.

Nikah itu dapat menentukan mulai saat kapan tegaditu perkawinan
sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandungasegddat hukumnya.

Tujuan nikah terperinci adal&h

1. Untuk memperoleh keturunan.
Memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia melgandua segi
kepentingan yakni kepentingan diri sendiri dan kéipgan yang bersifat
umum sudah menjadi kodrati manusia, bahwa manusapunyai
keinginan untuk memperolah keturunan. Dalam Al Qukdah berfirman

agar manusia bermunajad pada Surat Al-Furqon (25) :

= - /1/
.

/9/5,6/ },Eiw/: = 1.‘{/ y ‘/’.E P = - A2 ;‘// '{J/
Clax-T5 - el 838 Lanydg Lagil e W Cn L) T s s Al

@ (P (7 — %%
(2 LU nsilll

-

yang terjemahannya sebagai berikut :
“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, aralganlah kepada
kami istri-istri kami dan keturunan kami sebaganyeEnang hati (kami),

dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yanggliera™.

2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.
Sudah menjadi sifat manusia bahwa ia dengan jeglsmkn berlainan
saling mengandung daya tarik antara satu dengag lan yaitu daya
tarik birahi atau seksual. Firman Allah dalam Alr@u Surat Ali Imron (3)
: 14,

“Ibid, hal. 28

®Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 569
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yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dijadikanlah indah pada (pandangan) manusia kaamtkepada apa-apa
yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, taayang banyak dari
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatémmak dan sawah
ladang. ltulah kesenangan hidup di dunia dan diAlish-lah tempat

kembali yang baik (surga)”

Demikianlah pula pada Surat Al-Bagarah (2) : 187,

8 /’}.5/’}4” PR C’}—»,. VT8 Tyt ,.ﬂ":/°/," -z
oW 2h N aldoa pSlet Jl sl aGall ) pes U

— %

sy 20k ol pemind T8 ,.sv_esunmrt;&u@
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yang terjemahannya sebagai berikut :

®Ibid, hal 77
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“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasaampur dengan
istri-istri kamu; mereka itulah pakaian bagimu, deemu pun adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanyauktidak dapat
menahan nafsumu, karena itulah Allah mengampuniukdem memberi
maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah merekaad#dah apa yang
telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumhkahgga terang
bagimu benang putih dari benang hitam, vyaitu fajEemudian
sempurnakanlah puasa itu samfgtang) malam, (tetapi) janganlah kamu
campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalansjidaltulah larangan
Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianl&llah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supagkarteertakwa ”

. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang banyak menjerumusakan meankesi dalam
perbuatan kejahatan atau kerusakan ialah pengaatgu rbirahi atau
seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendaliklan tidak ada pula
saluran sah untuk memenuhi hasrat kemanusiaan, makasia akan
mencari kepuasan dengan cara tidak yang tidak $&dfsu ini
menghilangkan pertimbangan dan pikiran sehat, gghirmembuka lebar
jurang kejahatan dan kerusakan.

Firman Allah dalam Surat Al Falaq (113) : 4,

-
W
o

S

<
/wdT

(@ ) 1}’1"’\3 Sy A
yang terjemahannya sebagai berikut :

“‘Dan dari kejahatan adalah wanita-wanita tukang ir silyang

menghembus pada buhul-buhgl

. Membentuk dan mengatur rumah tangga.
Rumah tangga merupakan landasan pertama masygeaigabesar di atas

dasar kecintaan dan kasih sayang. Dengan kecimtaankasih sayang

"Ibid, hal. 45

8bid, hal. 1120
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tersebut dan teratur rumah tangga yang merupakardaspd suatu
masyarakat yang besar.

. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari reyakg halal dan
memperbesar rasa tanggung jawab.

Saat melangkah menuju jenjang perkawinan yang asgyalah madu-
madu manis yang memabukkan. Keinginan untuk séllsama-sama se-
hidup sematipun pasti menjadi keinginan setiap mg@ma suami istri.

Namun selainn itu perkawinan juga dilingkupi denganeka batu

sandungan semacam tes yang menguji apakah perkavarsebut tetap
terjaga dan langgeng. Perkawinan yang dilakukanunuérmukum agama
sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pledabaga pencatatan
perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tiddéana diakui sah

menurut Undang-undang perkawinan. Suami istri memppukedudukan

seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergahidup

masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukabupgan hukum.

Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagairumah tangga.

Diantara keduanya suami istri itu tidak ada yandgu semempunyai

kedudukan di atas atau di bawah lainnya. Karenaidkgchn suami istri

seimbang, istri pun berwenang untuk melakukan kadahukum tanpa

bantuan suami

Menurut hukum Islam istilah perceraian terjematian bahasa Arab yaitu

“Thalad artinya melepaskan ikatan. Adapun maksud melegaskatan disini

adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suémyasg disebut perceraian.

Perceraian adalah tindakan akhir atau sebagai k&lar yang dilakukan setelah

terlebih dahulu menempuh jalan atau usaha perdamsehingga tidak ada jalan

lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kafpaAn yang diinginkan.

Seorang pria atau suami hendaknya mampu melihaibg#glam rumah tangga itu

dan dapat menyikapinya dengan kepala dingin bukarebai.

Firman Allah dalam Surat An Nissa (4) : 34,

® Andi Tahir Hamid Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bipiga,

(Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hal. 16
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yang terjemahannya sebagai berikut :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu wanibleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) a&dmhagian yang lain
(wanita) , dan karena mereka (laki-laki) telah nikalakan sebagian dari
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saled) pdng taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidakaasleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kakMmawatirkan

nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkankeka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jikereke menaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memykennya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ”

Dalam kondisi keluarga yang sering terjadi pergeis dan pertengkaran

yang berkepanjangan maka perlu adanya seorang Hakiok mendamaikan

melalui proses persidangan.

Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungagatepelaksanaan

perkawinan, perceraian serta akibat hukumnya seliahintakan campur tangan

Hakim Pengadilan Agama bagi mereka yang beragatam.ldJntuk itu perlu

adanya seorang yang mampu memecahkan masalah daberi@n nasihat

untuk memperoleh jalan keluar yang terbaik bagieker Ini biasanya dilakukan

19 oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 123
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oleh Pengadilan Agama setelah pihak yang berkemsnti mengajukan suatu
gugatan yang telah terdaftar dalam register perkaraka ketua Pengadilan
Agama menunjuk majelis hakim untuk menyelesaikarkgza dengan melalui
proses persidangan. Pada saat di dalam persidénggnHakim harus berusaha
mendamaikan kepada para pihak agar damai dan rkexubali seperti semula.
Banyak orang beranggapan apabila sudah sampaid&agsPengadilan Agama
sangat sulit memperoleh penyelesaian dengan c8gbaiab mereka seringkali
harus mengikuti persidangan sampai beberapa kalida@gan yang setiap
persidangan Hakim harus mendamaikan. Seperti tenvadalam pasal 82 ayat
(1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Agama jo. Undamtang No. 3 tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. @nTaB89 jo. Undang-
undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan KedamWidang-undang No. 7
Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menyamutka

“Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim shdrerusaha

mendamaikan kedua belah pihak”

Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam perceraiamdalah suatu perbuatan yang
dimurkai Allah diantara perbuatan yang halal. Dalaebuah hadist yang

terjemahannya :

“Dari lbnu Umar, Katanya Telah Berkata Rasulull&afang Yang Halal

yang Amat Dibenci oleh Allah Adalah Thalaq ataudeesian”.
(Riwayat Abu Daud Dan Ibnu Majat})

Jika para hakim dalam melaksanakan tugasnya titekusaha
mendamaikan para pihak berarti bertentangan dengratang-undang. Oleh
karena itu untuk menghindari hal tersebut makandat@elaksanakan tugasnya,
jarang sekali hakim langsung memutuskan suatu perikang telah diajukan.
Pada sidang pertama seorang hakim selalu menganjleddua belah pihak agar
rukun kembali. Apabila tidak berhasil nasihat tertgemakan hakim menunda
persidangan dan memberi kesempatan keduanya uetolubyawarah. Jika pada
sidang yang kedua dan selanjutnya para pihak magfrsikukuh pada

1 Sulaiman Rasyidrigih Islam,(Jakarta : Attahiriyah, 1976) hal. 380
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pendiriannya, sementara hakim dituntut karena pnoya dan jabatannya untuk
dapat mendamaikan para pihak agar tidak berceraiand pasal 82 ayat (2)
Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilamagagama jo. Undang-
undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas rigagladang Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3Wna2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahundigagatakan:

“‘Dalam Sidang Perdamaian Tersebut Suami Istri Hddasang Secara
Pribadi Kecuali Apabila Salah Satu Pisah Bertenipdwiar Negeri Dan
Tidak Dapat Datang Menghadap Secara Pribadi Dapaikii Oleh

Kuasanya Secara Khusus Dikuasakan Untuk Itu”.

Hal ini maksudnya adalah sebagai pilar agar pdrakpyang akan bercerai
itu tidak jadi bercerai, karena pada prinsipnya kaeinan itu haruslah
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputusiemitu saja, dan menuntut
kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindakara matang dan dewasa
sebelum melangsungkan perkawitfan Karena sekali perkawinan itu
dilangsungkan, maka sulit untuk dilakukan perceralerkawinan amat sakral
dan merupakan perjanjian suci yang mengikat panakp(suami-istri). Mereka
dituntut untuk melaksanakan ikatan perkawinan gagan penuh rasa tanggung
jawab dan kesungguhan hati, sebagai perwujudan akeim dan ketaqwaan

manusia kepada Allah SWT.

Tugas hakim untuk mendamaikan para pihak sesumgasefirman Allah

SWT dalam surat Ali Imron (3) ayat : 104,

12 K. Wantjik SalehHukum Perkawinan Indonesi@lakarta : Ghalia, 1976) hal. 15
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yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan uargg snenyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencedmh yang

mungkar; merekalah orang-orang beruntdig”

Dalam perkara Cerai Gugat nomor 173/Pdt.P/201DpI. dapat dilihat
bahwa peran hakim dalam mendamaikan para pihaklzd®eda dengan perkara
Cerai Talak nomer 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk. karena rmgyag kedudukan masing-
masing dari pihak pemohonnya adalah suami dalankapercerai Talak
sedangkan dalam perkara cerai Gugat maka penggagatitalah istri. Hal ini
disebabkan adanya permintaan cerai baik dari su@mpun istri memiliki latar
belakang yang berbeda. Misalnya saja seorangmstnggugat suaminya bercerai
dikarenakan pertengkaran yang tidak kunjung usan daring mengalami
kekerasan sehingga hakim dalam mendamaikan hamusab@ menggali segi
positif dari sang suami dan mencarikan jalan tBngatuk memperbaiki
hubungan perkawinan mereka, berbeda halnya dalakamaepermohonan talak
yang dimintakan suami karena istrinya tidak mau unainkehendak suami yang
mana untuk mendamaikan hakim perlu memberikan spa&igertian yang
menjadi jalan tengah kepada kedua belah pihakeBiéridalam adanya Hakam
seperti dalam perkara nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpétan hakim untuk

mendamaikan bersifat wajib dan menjadi fasilit@iona mencapai perdamaian.

Pada sidang yang terakhir segala usaha yang ténplih oleh hakim
selaku pelaksana kekuasaan kehakiman, abdi negama aldi masyarakat
mengupayakan tercapainya perdamaian para pihak pengekara, sehingga
hakim dapat membuat suatu penetapan yang berbeptrkmaian. Apabila
perdamaian ini telah tercapai maka tidak dapaukiZaj kembali dengan alasan
yang sama, sebagaimana yang telah diatur dalanh g2d2eraturan Pemerintah
No.9 Tahun 1975 :

“Apabila Tercapai Perdamaian, Maka Tidak Dapat @kanp Gugatan

Perceraian Baru Berdasarkan Alasan Atau Alasanafla¥ang Ada

3 oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 93
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Sebelum Perdamaian Dan Telah Diketahui Oleh PermggBgda Waktu

Dicapainya Perdamaian”

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukadetrelumnya maka
dapat dirumuskan suatu permasalahan yang mendassgemai topik‘Peran
Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak sebagai satu Upaya
Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para pihak dalam Penanganan
Kasus Perceraian (Studi Kasus : Perdamaian dalam pkara Cerai Gugat
No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Perdamaian dalam perkar Cerai Talak No.
71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Perdamaian oleh Hakam dalamperkara Cerai
Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)”

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalahtaia yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakalpenerapan Asas Wajib Mendamaikan para pihak oleh
Hakim Pengadilan Agama dalam penanganan kasusr&erce
2. Bagaimanakafperan Hakim Pengadilan Agama dalam mendamaikan
para pihak dalam perkara Cerai Gugat No. 173/RfilR/PA.Dpk.,
perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., peakCerai Gugat
No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk?

1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian iniuyai
1.3.1 Tujuan Umum
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:
a Memperluas pengetahuan atau wawasan terhadap paesiiwa
hukum tertentu yang terjadi di masyarakat,
b Memperoleh pengetahuan atau wawasan tentang kalseperan

hakim agama dalam penerapan pengadilan agamdonesia.

1.3.2Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalabagai berikut:
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a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Wajilddheaikan
para pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perearg kasus
Perceraian.

b. Untuk mengetahui peran hakim Pengadilan Agama dalam

mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

1.4 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penggambaran hulbuagéara konsep-
konsep khusus yang akan ditelftiDalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori.
Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengéaalpedoman yang lebih
nyata dari kerangka teori dan mencakup definisiagienal atau kerj&. Adapun
dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:
1. Hakim Pengadilan Agama
Adalah hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan peakdi Pengadilan
Agama berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
2. Pengadilan Agama
Adalah suatu lembaga peradilan bagi umat beragalam lyang mempunyai
wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadit seenyelesaikan
perkara tertentu saja, antara ldin:

a. Perkawinan

1 Sri Mamudii et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukug@akarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6

' Ibid,

'8 Indonesia (a)Undang-undang tentang Peradilan Agaritndang-undang No. 7 Tahun
1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentangtRéian Atas Undang-undang No. 7 Tahun
1989 (Lembaran Negara nomor 22 tahun 2006) jo. bgwdadang No. 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun (I988baran Negara nomr 159 tahun
2009), Pasal 1 angka (3)

Ybid, Pasal 49 Ayat (1)
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b. Kewarisan

c. Wasiat dan Hibah

d. Wakaf, Infag dan Shodagoh

e. Zakat

f. Ekonomi Syariah

3. Perkawinan
Adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dargeorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (furaagga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha®Esedangkan Perkawinan
menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akaglgysangat kuat atau
mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allam dnelaksanakannya
merupakan ibadah

4. Cerai Talak
Adalah perceraian yang timbul dari tindakan suantuki melepaskan si istri
dengan melafadzkan talak akibat hal-hal terfénfialak dalam KHI pasal
117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadima yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan.

5. Cerai Gugat
Adalah perceraian yang timbul akibat lepasnya ikap@rkawinan antara
suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri lasatkan syarat-syarat
putusnya perkawinan secara limitatif

6. Hakam
Adalah orang yang ditetapkan pengadilan baik daakpkeluarga suami atau
pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapaya penyelesaian

perselisihan terhadap syiddq

¥ ndonesia (b)Undang-undang tentang Perkawinddndang-undang No. 1 Tahun 1974
(Lembaran Negara nomor 1 tahun 1974), Pasal 1

YIndonesia (c)Kompilasi Hukum Islaminstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
tahun 1991 Pasal 2

“vww.badilag.net/data/alasanperceraianmenuruthukamistml diunduh pada tanggal
10 Maret 2011

! bid
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7. Syiqoq
Adalah alasan perceraian karena pertengkaran yamgats memuncak dan
membahayakan keselamatan ffiva

8. Lian
Adalah alasan terjadinya perceraian antara sudmil&gi suami maka istri
akan menjadi haram untuk selamanya, tidak bolakkrajau menikah dengan
akad baréf. Dalam pasal 126 KHI Li'an terjadi karena suaminoduh istri
berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kayatumatau yang sudah
lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tudulgan atau pengingkaran
tersebut.

9. Taklik Talak
Adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelaa getelah akad nikah
yangdicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talakg digantungkan
kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin tegadasa yang akan
datang®.

10. Mahar
Adalah pemberian dari calon mempelai pria kepad@ncaempelai wanita,
baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidgkriiangan dengan hukum
Islam pada saat melakukan perkawinan atau padalsasnikaf?’.

11. ljab Kabul
Adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali &abul yang diucapkan
oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan olefa duang sakélyang

dilakukan pada saat prosesi perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

“Indonesia (a)Qp.cit.,Penjelasan Pasal 76

#Bustanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasiofiddkarta : Al-Hikmah,
2001), hal. 60

A, Rahman GhazalFigh Munakahat(Jakarta : Kencana, 2006) hal. 272
“Indonesia (c)Op.cit.,Pasal 1 huruf e
*®lbid., Pasal 1 huruf d

?Ibid., Pasal 1 huruf ¢
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Metode penelitian yamg digunakan dalam penelitian adalah metode
penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penditii yang menghasilkan data
deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakanhokeasaran penelitian yang
bersangkutan secara tertulis atau lisan, perilajatan Penelitian ini dasarnya
adalah melakukan analisis terhadap penerapan asgib Wendamaikan para
pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penangkasins Perceraian.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunadlalam pengumpulan
data adalah studi kepustakadibréry research, yaitu pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis dan ditambah stlagiangan berupa wawancara
dengan para aHf Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha petajari
dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnaedgjalah, peraturan
perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimgeianyak mungkin ilmu
dan pengetahuan, terutama yang berhubungan deingak permasalahan yang
diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk gognimalkan teori dan bahan
yang berkitan dalam menentukan arah dan tujuanlipaneserta konsep-konsep
dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteksasalahan penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukunrmadif. Dalam
penelitian normatif yang diteliti hanya daftar mlst atau data sekunder, yang
mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder eisiet?® Pada penelitian
hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunaru gi@rumusan hipotesa.
Mungkin hipotesis kerja tetap diperlukan, tetapadanya hanya mencakup
sistematika kerja dalam proses penelitian. Padaelpien normatif tidak
diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Kursgiatu hipotesa kerja
diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kiafiam proses penelitiafi.
Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini teogpg dalam jenis penelitian
analitis — deskriptif , yaitu penelitian yang dinsaklkan untuk memberikan data
seteliti dan selengkap mungkin tentang suatu keadgar dapat digunakan untuk

mempertegas hipotesa — hipotesa untuk memperkoat|éena atau menyusun

% Soerjono Soekant®engantar Penulisan Hukyrtdakarta: Ul Press, 1986), hal. 21.
#Ibid., hal. 52.

%0 |pid., hal. 53.
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teori baru®! Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskrgambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan aknesigenai fakta-fakta, sifat serta
hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengamggakan metode
deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dangamalisis mengenai
permasalahan yang diangkat dalam penelitian iniy yaengenai analisis peran
Hakim Agama dalam mendamaikan para pihak sebagaiaumewujudkan asas
wajib mendamaikan dalam penanganan kasus percefédanjutnya data yang
dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yangrakii bahwa data
bersangkutan yang dikumpulkan terkait dengan olpekelitian ini akan
dihimpun, diolah, dan dianalisa lalu akan dikorissikan>?

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Penakin memperoleh data
sekunder dan data lain yang dapat dijadikan baaatgasan untuk menganalisis
pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yAaggnakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang diperoleh tfari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengidtatdap masyarakat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitieantara lain :

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang PeradilaimAga. Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atasrgrdaadang No 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-umddm 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No unTE389 tentang
Peradilan Agama yang selanjutnya akan disebut demgd Peradilan
Agama

c. Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 tentang Relaks Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentasdjagi

2. Bahan Hukum Sekunder

%1 |bid, hal. 10.

%2 Sri Mamudii,et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Huk(diakarta : Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6

3 Ibid., hal. 32.

Universitas Indonesia

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



17

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenain blabkum
primer berupa buku-buku, artikel, makalah sertaa-dta lainnya yang
mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalanelgem ini yaitu buku-
buku mengenai permasalahan perkawinan dan peramhpkrkembangan
hukum acara pengadilan agama, serta sumber teltiisya yang masih
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelésdradap
bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atalbuisgiga bahan
penunjang dalam penelitian ini Peneliti menggunalklahan yang diperoleh
dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dptmbahasan
penelitian ini terdiri dari data primer dan datakigeder. Data primer
didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasu yang
merupakan hakim pada pengadilan agama.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ilakukan dalam
bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawanc8&alam studi
dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak kmungerbagai
Informasi yang berhubungan dengan penerapan asjgs Méndamaikan para
pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penang&asns Perceraian.
Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkansdq-konsep dan
bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalgtemelitian, sehingga
terdapat landasan yang dapat lebih menentukandaralujuan penelitian. Di
samping pengumpulan data bentuk studi dokumen,liBgnga melakukan
kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegkatanunikasi verbal
dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapagambaran yang
menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan ngd@ pokok

permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam sknpsi maka

penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagaikint :
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Bab | adalah bagian pendahuluan yang akan menglaskcara garis
besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujeanlisan, definisi operasional,
metode penelitian yang digunakan, serta uraian epraigsistematika penulisan
skripsi ini. Sehingga dapat mempermudah dalam pbadzam pada bab-bab
berikutnya dan juga agar penulisan ini tetap padeemyang telah ditentukan.

Bab Il akan membahas tentang pandangan hukum tgyhpdrceraian
yang mana dalam bab ini diuraikan secara teoritigdis mengenai perceraian
dengan segala konsekuensinya dan bagaimana presmEsgian itu berlangsung
dengan prosedur yang telah ditentukan.

Bab [l akan membahas tentang peran Hakim PengadAgama
menyangkut perdamaian para pihak yang akan bercgnda hambatan apa saja
yang dihadapi dan bagaimana menyelesaikan kasebter

Bab IV akan membahas mengenai analisa pada pupesmadilan agama
yang berupa penetapan perdamaian pada perkara Geugat No.
173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., perkara Cerai Talak NoPdLG/2011/PA.Dpk., dan
perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpkgydifasilitasi oleh Hakam.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kpslan dan saran
yang menjelaskan secara singkat dengan memapadgsmpgulan-kesimpulan
berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnytabem@n-saran yang dapat

diberikan oleh penulis.
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BAB Il
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bidang hukum Islam yang sangat dekat dan erat denugrilaku
masyarakat Islam Indonesia adalah bidang hukum alsdstluarga yang
didalamnya meliputi perkawinan, warisan dan waksdpab peristiwa yang
berkenaan dengan aturan tata nilai sosial tergesit akan dialami dan dijalani
oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya. Rérien merupakan salah satu
aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akaterkait pada suatu tujuan
yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutdemikian juga dengan
perkawinan.

Perkawinan dalam hukum agama disebut dengan istikah. Istilah ini
mempunyai arti yaitu melakukan suatgad atau perjanjian untuk mengikatkan
diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk nfeiglkan hubungan
persetubuhan antara kedua belah pihak tersebutadedgsar sukarela dan
keridhoan kedua belah pihak untuk mencapai sudiahagiaan berkeluarga yang
didasari dan diliputi rasa kasih sayang diantareekeedengan cara yang diridhoi
Allah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jeteskan bahwa
perkawinan adalah suatu bentuk ikatan antara sgolaki-laki dan seorang
perempuan secara lahir dan batin yang mempunyanujntuk membentuk suatu
keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkaihatetn Yang Maha Esa yang
sah dimata agama dan juga dimata hukum négara.

Allah berfirman dalam Al-Qur’'an Surat Ar-Rum (30)ed 21,
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yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

3 Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang — Undang PerkawifUndang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawir(@ogjakara: liberty, 2007), hal. 8
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‘Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya adalah rmenciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supdganu cenderung merasa

tenteram kepadanya dan bisa menjadikan diantarasa kasih sayang,

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bendapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir %>

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sebagana ibadah, tetapi
juga sarana pemenuhan naluri manusia, sarana yamgursuk mendapatkan
keturunan, dan sarana untuk memperoleh ketenargjadan ketenteraman jiwa.
Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan ikatan yaokpok antara suami dengan
isteri. lkatan yang kokoh dalam perkawinan harugedahankan dan tidak
sepantasnya dirusak dan dilecehkan. Perkawinan tgaly dilaksanakan secara
sakral tersebut tentunya diharapkan oleh kedua memmapat membawa
kebahagiaan dalam hidup mereka, langgeng sampdi mamisahkan. Harapan
tentunya tidak semuanya dapat terwujud, ada kejaghamg tidak terduga dapat
menimpa rumah tangga pasangan suami istri, digrataerjadi kesalahpahaman
antara suami dengan isteri, salah satu pihak miedakikelalaian terhadap
kewajiban, atau masing-masing pihak tidak mempeaicesatu sama lain.
Menghadapi situasi sulit seperti itu, maka harug &dsadaran dari kedua
pasangan suami istri untuk mengatasi problemat#taakga mereka dengan arif
dan bijaksana, sehingga dala rumah tangganya terdaggamaian dan kerukunan
kembali. Masalah dan perselisihan yang menerpangasasuami istri tersebut
tentunya tidak semuanya dapat diselesaikan dengatatim Perkawinan yang
didalamnya terus menerus terjadi perselisihan ysulif untuk didamaikan,
menyebabkan rumah tangga yang bahagia, kekal gines@ sebagaimana yang
dikehendaki dari tujuan perkawinan sulit tercapsehingga mabhligai rumah
tangga tidak dapat dipertahankan dan menyebabkain gerkawinan berakhir

dengan jalan perceraian.

% Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal.644
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2.1 Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertianvpedm yang satu
dengan yang lain berbeda, tetapi perbedaan pendaabetulnya bukan untuk
memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sunggianaapendapat yang satu
dengan pendapat yang lain, meskipun ada perbedgmaapat tentang perumusan
pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumugaapat kesamaan dari seluruh
pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatjarg@mn perikatan antara
sorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjiamdisukan sembarang perjanjian
seperti perjanjian jual-beli atau sewa menyewapieperjanjian dalam nikah
adalah merupakan perjanjian suci untuk membentluakga antara seorang laki -
laki dan wanita. Suci disini dilihat dari segi keagaannya dari suatu perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad @rikatan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki darempuan dalam rangka
mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dilimga ketentraman serta
kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh AlMAIS*®

Menurut Al Quran, adalah menciptakan kehidupan &egla antara suami
Istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapdu kehidupan yang aman dan
tentram (Sakinal), pergaulan yang saling mencintWlawaddal) dan saling
menyantuni Rahmah)’’

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 pengertdari
perkawinan adalah pernikahan, yaikad yang sangat kuat atamitsagan
ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanngaupakan ibadah.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentamkgpénan , perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria danitev sebagai suami isrtri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggajg ymhagia dan kekal
berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, lategsaasalah yang
berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam raple peraturan-peraturan
tertulis. Antara lain adalah Undang-Undang No. 1lhudre 1974 Tentang

% Ahmad Azhar BasyirHukum Perkawinan Islam(Yogyakarta : Ull Press, 2007),
hal.14

3" Mohd.Idris RamulyoHukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undabigdang
No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islddakarta : Bumi aksara, 2002), hal. 3
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Perkawinan. Dalam Undang- Undang tersebut dijelaskeengenai rumusan
pengertian perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yangumst “ Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seomsagita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tapgga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TgnRarkawinan diatas,
dapat ditarik beberapa unsur, yakfi :
1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antarsaseopria dan seorang
wanita;
2. Keduanya terikat sebagai suami istri dan bukarkaersebagai teman
biasa;
3. Mempunyai tujuan yaitu membentuk suatu keluarga;

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangdeérian, tujuan
perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang lzatiag kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan keluarga mieanpdambaan setiap
orang. Kebahagiaan tersebut tidak dapat diukurdaayi segi materiil saja, akan
tetapi segi immateriil juga harus terpenuhi. Kekaitinya adalah abadi.
Perkawinan yang terjadi diharapkan mampu bertah@ampai akhir hayat.
Menurut pandangan Islam perkawinan mempunyai bpherjuan untuk
kebaikan dari para pihak yang melakukan perkawteesebut. Tujuan itu antara
lain yaitu menjadikan halal hubungan antara seonam@ dan wanita sebagai
pemenuhan kebutuhan naluriah manusia, mencapa kehidupan yang bahagia
lahir batin, saling mengasihi dan menyayangi sesamamperoleh keturunan
yang sah, memelihara manusia dari kerusakan damaten, membentuk suatu
rumah tangga yang menjadi dasar pertama dari snasyarakat yang besar dan
menumbuhkan suatu kesungguhan dalam mencari rdaekpenghidupan yang

halal®®

% Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranotdlukum Islam |l (Surakarta : UNS
Press.1992), hal. 40

39 Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang — Undang PerkawifUndang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiramgjakara: Liberty, 2007), hal 12-13
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Tujuan perkawinan menurut agama Islam, sesuai dengasal 3
Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan runtealgga yangsakinah
mawaddah dan rahmalRumah tangga yangakinah mawaddaldan rahmah
adalah rumah tangga yangSeorang Filosof Islam ymrgama Imam Ghazali
membagi tujuan dan faedah perkawinan pada limalirak hal tersebut adalah :
40

1) Memperoleh keturunan yang syang sah yang akan gmlagkan
perkawinan serta memperkembangkan suku-suku bamgsasia;

2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjais partama dari
masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan ddndeyang;

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeghpipan yang
halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. tenpemh kasih sayang
dan penuh rahmat Allah SWT.

Perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor Huial974
dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan par& ptha calon mempelai hal
tersebut dilakukan agar suami istri yang akan midak perkawinan itu pada
akhirnya dapat membentuk suatu keluarga yang bah#miggeng dan sesuai
dengan hak asasi manusia. Syarat dan rukun terdieimsaranya adalaf:

1) Perkawinan syaratnya tidak bertentangan dengamgdara perkawinan
karena perbedaan agamihusus laki-laki tidak boleh mengawini
perempuan ahliitab sepertlYyahudi dan Nasrani;

2) Adanya calon mempelai pria dan wanita (Rukun);

3) Kedua calon mempelai harus islam, akhil balig, ka&lresehat jasmani dan
rohani;

4) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelaa tpaksaan;

5) Harus ada wali nikah (Rukun)

40 Mohd.ldris RamulyoHukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undabgpdang
No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islgdakarta : Bumi aksara.2002), hal. 26 - 27

“11bid, hal. 50- 53
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Sebagaimana Hadist rasul mengatakan bahwa “tidak rekbh tanpa
wali”;

6) Harus ada 2 orang saksi yang dewasa islam dandgfikkun) Hal ini
untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan juga unardapat kepastian
hukum dari masyarakat;

7) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali. (P&alyat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974). ljin ini diperlukan wikicalon mempelai
yang belum memenuhi ketentuan umur untuk melakut@rkawinan.
Mengenai perlunya ijin ini adalah erat hubungannykengan
pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaag g#akukan oleh
orang tua secara susah payah dalam membesarkanyangkehingga
kebebasan anak dalam menentukan pilihan calon sataui istri tidak
menghilangkan fungsi tangggung jawab orang tua;

8) Adanya mahar atau mas kawin Pengaturan mengenai mahar dalam
pernikahan diantaranya tercantum dalam Surat Aa‘aliayat (24) yang
pada intinya menjelaskan bahwa seorang suami wagémberikan
maharnya secara patut kepada istri yang dia campeamgaturan lain
dalam Surat An Nisaa ayat (4) yang menerangkamtaéripemberian
mahar sebagai pemberian wajib. Berapa besarnyk tdentukan, tapi
pendapat umar bin khatab tidak boleh kurang dabitiam;

9) Adanyaijab gobul (Rukun) ljab Qobul merupakan proses yang terakhir
dan yang paling pentingjab adalah pernyataan kehendak dari calon
mempelai wanita untuk mengikatkan diri kepada sepraki-laki yang
diwakili oleh wali,qobuladalah suatu pernyataan yang pada intinya berisi

penerimaan dari pihak laki laki atgeb pihak wanita.

2.2Tinjauan Hukum Tentang Perceraian

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceragguabila
perceraian itu lebih baik dari pada tetap dalamusikatan perkawinan. Maksud
dari perkawinan itu sebenarnya untuk mencapai kagpahn dan kerukunan hati
masing-masing, maka daripada itu tentulah kebabhagia tidak akan tercapai
dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, kakafemhagiaan itu tidak dapat
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dipaksakan. Kebahagiaan dalam perkawinan yang shbak hanyalah
menimbulkan penderitaan. Karena itulah Islam tidangikat mati perkawinan
dan tidak pula mempermudah perceraian.

Namun, kemudian ada fenomena yang berubah dalaiyrakas dimana
dahulu menganggap perceraian adalah hal yang talou bersifat tertutup,
sementara sekarang ini orang lebih bersifat terbfdemomena yang berubah
tersebut, yakni*?

1. Mereka tetap tidak gegabah dalam memutuskan bércera

2. Dulu jika terjadi perceraian yang menjadi faktortipgbangan adalah

anak, dengan

alasan ekonomi (anak perlu biaya), karena jumlahpbkerja masih
relatif sedikit, sehingga kekhawatiran berceraakichda yang akan
menunjang kehidupan anak.

3. Dulu keputusan tidak bercerai berarti keputusaskbana.

4. Perempuan tidak berani mengambil keputusan.

5. Pengetahuan hukum masih minim, artinya hak-hak asgomwanita

manakala terjadi perceraian banyak yang tidak diket

6. Kini, perempuan sebaiknya mengetahui hak-haknyar admpat

melindungi anak-anaknya. Karena seringkali wanitanjexdi pihak
yang “kalah” saat terjadi perceraian.

Perceraian tidak selalu berkonotasi negatif, apalgkp kasunya
menyangkut kekerasaAlfusé atauPersonality Qualitydari suamf*®* Kekuasaan
bukan hanya menyangkut fisik, tetapi juga berupda-kata kasar yang
menyakitkan sampai-sampai wanita seakan-akan didkh memilik harga diri.
Dalam situasi sebuah perkawinan sudah sangat nadrkead salah satu pihak,
tidak ada alasan untuk dipertahankan.

Hukum perceraian menurut asalnya adalah makruhinddhpat kita lihat
pada sabda Rasullulah Saw yang diriwayatkan oleh2dud dan Ibnu Majah.

“Barang halal yang amat dibenci Allah ial@halagatau perceraian”.

“2 Ninuk Widyantoro, Majalaltiealth To Day, bulan MaretJakarta, , 2002), hal.30
“ |bid. hal. 31

4 1bid. hal. 31
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Apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemudharateaka hukunirhalagitu ada
4 sebagaimana dijelaskan Sulaiman Rasyid sebagiib *°

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suarmi, isedang dua Hakim
yang mengurus perkara keduanya sudah memandang pagaya
keduanya untuk bercerai.

2. Sunnat, apabila suami telah tidak sanggup lagi nagartbkewajibannya
(nafkah) dengan cukup atau perempuan tidak mekglgarmatan dirinya.
Sabda Rasullulah Saw:

Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw logskata:
“‘Bahwasanya istriku tidak menolak akan tangan orayang
menyentuhnya”. Jawab Rasullulah Saw: “Hendaklah kang

ceraikan saja perempuan itu”. (Dari Muhadzab JusSdl78).

3. Haram (Bid’ah) adalah dalam 2(dua) keadaan yaitu:

Pertama menjatuhkaThalaq sewaktu si istri dalam haid; kedua

menyatakanThalag sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu

suci itu.

Sabda Rasullulah Saw :
“Suruhlah olehmu anakmu supaya digju’ (kembali) kepada
istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan p&mkan sehingga
suci ia dari haidnya, kemudian ia haid kembali kdian menjadi
suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jigamenghendaki
bolenh ia teruskan perkawinan sebagaimana yang iau
diceraikannya sebelum dicampurinya sebelum dicaimpalr
Demikian iddah yang disuruh Allah supaya perempdaifhalaq
sewaktu itu”. (Riwayat Ahli Hadist selain Tirmidzi)

4. Makruh, yaitu hukum asal daripad@aalagqyang tersebut di atas.
Perceraian menurut pasal 28 Undang-undang Perkawdia@at putus
karena kematian perceraian dan putusan peradilamdang-undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada dasarnya mempetsujadinya

> Sulaiman RasyidDpcit, hal. 381
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perceraian dengan mempertimbangkan perkawinamijiiarinya suci dan

mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan ydémemail oleh Allah

SWT. Selain itu perceraian dipersulit adalah untmkembatasi

kesewenang-wenangan suami terhadap istri dan meka@derajat dan

martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengaajaiedan martabat suami

(pria).

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan, tidak mpdeteraian itu
terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akaapteati dalam praktek sehari-hari
seorang istri karena alasan-alsan tertentu sudak thau hidup sebagai suami-
istri, begitu mudah meminta cerai dengan suamibyalain pihak kadangkala
seorang suami begitu mudah menceraikan istrinygyehalengan alasan tidak
senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu ssjanya yang dalam
kenyataannya masih sebagai istri yang sah, teidpk tmerasakan sebagai
istrinya. Dengan adanya Undang-undang Perkawindaklah mudah seorang
laki-laki sebagai suami tanpa alasan-alasan yahgre&mceraikan istrinya begitu
saja.

Untuk memperkecil perceraian Undang-undang Perkawimemberi
batasan untuk melakukan perceraiamerceraian itu harus melalui Pengadilan
Agama bagi mereka yang beragama Islam. Mekanismeenagan secara tegas
telah diatur di dalam pasal 39 ayat(1) dan (2) Wagedandang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidangapédan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidaksiemenceraikan
kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasdmvd antara

suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suatn.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 rparcgapat terjadi
karena alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadarkadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¢ Sudharyo Soimirtiukum Orang dan KeluargaSinar Grafika, Jakarta, hal. 64
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamad@a)( tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa aayang sah atau
karena hal lain dalam kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara +- (IBngghun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan beslargy

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamigarat yang
membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau perdekian akibat
atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebaganisistri.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi persaisidan pertengkaran

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalamah tangga.

Jadi perceraian hanya dapat dilakukan apabila menesalah satu dari alasan
tersebut di atas (alasan alternatif).

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suamingkin pula atas
inisiatif istri. Menurut figih hanya suami yang hak menceraikan istrinya yaitu
denganThalagdan cukup secara lisdhSeolah-olah tindakan ini adalah sepihak
dari pihak suami. Menurut Undang-undag Perkawinakaang suami yang
hendak menalak istrinya, harus mengajukan permohogagatan kepada
Pengadilan Agama. Tetapi dalam pelaksanaannya keamumeskipun bernama
permohonan (bersifat voluntair atau sepihak) menimstruksi pihak termohon
(istri) harus didengar, bahkan berhak mohon bandiig keputusan tidak
menyenangkan baginya. Jadi, tidak ada bedanya deigggatan (bersifat

contensius/dua pihaKky.

2.3Bentuk Perceraian
Yang menjadi sebab putusnya hubungan perkawinarunmejamil Latif
dibagi kedalam 2 golongan yaitu ( Djamil Latif, B)&7) :

2.3.1.1.1 Karena kematian salah satu pihak.

47 Andi Tahir Hamid Opcit, hal. 28

“®1bid, hal. 29.
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Kematian seorang isteri menyebabkan seorang sualeh kkawin lagi

dengan segera, tetapi jika suaminya yang meningiggie maka seorang
isteri tidak boleh segera melaksanakan perkawirsano dengan laki-laki
lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya hydog) lamanya empat

bulan sepuluh hari.

2.3.1.1.2 Karena Perceraian.
2.3.1.1.3 Tindakan Pihak suami.

Talak.

Talak berarti melepaskan atau membebaskan. Pada dasddsia
dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarsarat agar
seorang istri dapat wilak

lla.

Suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinyaktunya tidak
ditentukan dan selama itu isteri tidak dapat dikara

Zhihar

Seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya ginys sama dengan
punggung ibunya, dimana ini berarti sang suamiktith@rsedia lagi
mencampuri isterinya. terdapat dalam QS. Al Mugdil(58) ayat 2

sampai 4,
oy - B, Lot i il . 2 s -
Jgagel O Sggal 2 oa Lo ag)lld a0 09 gl cp Al

D z

&2 Ty ~ P /C, =y ~4~4 @
25 a3y J3all s e Gl padd 2ails 28305 1Y)
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yang terjemahannya adalah sebagai berikut,
Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kgmenganggap isterinya
sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri merekaibtu mereka. ibu-ibu
mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkarereka. dan
Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan Hekataan
mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha #&elfagi Maha
Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri metek@audian mereka
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkanaMaigjib atasnya)
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suamii iitstebercampur.
Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allashi& mengetahui apa
yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak menkapatbudak), Maka
(wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turebelsim keduanya
bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblaisrata) memberi Makan
enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamimas kepada Allah
dan Rasul-Nya. dan ltulah hukum-hukum Allah, damgibarang kafir ada
siksaan yang sangat pedrh.
2.3.1.1.4 Tindakan Pihak istri. Yang termasuk dalam kategoradalahTafwidl
al Thalag. Kata tersebut berarti penyerahtralag Bahwa seorang
suami boleh menyerahkan pelaksan#aalag kepada istrinya yang
sudah akil balig dan sehat akalnya.
2.3.1.1.5 Persetujuan kedua belah pihakhulu. Khulu mempunyai arti
penebusan. Bentuk perceraian atas persetujuan sis&imidengan

jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri denghunsan harta atau

“dLoc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 908
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uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai @eridhulu itu. Al
Bagarah (2) ayat 229

El
R

Spdo AISB FE Lle Los SO0 egy 3l 3,505 4
(5 pA55 o 23 5,00 STaLE 2 b, 5y
memberikan penjelasan mengenai hal ini , yangyatinTalak (yang
dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujagil dengan cara yang
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik hdkal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamukaerikepada
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akdapat
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatiahtva
keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankaruhukukum Allah,
Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayawam ¢iberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-nkAllah, Maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang gudarhukum-
hukum Allah mereka ltulah orang-orang yang zalimAyat Inilah
yang menjadi dasar hukurkhulu' dan penerimaariwadh. Khulu'
Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan peméayang disebut
‘iwadh.

Keputusan hakimra’lik talak.

Artinya ta’lik adalah menggantungkan, suatu talak yang digantangka
pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telahbdi&n dalam suatu
perjanjian yang telah diperjanjiakan terlebih dahul

Syigaq

Adalah perselisihan suami isteri yadgelesaikan dua orang hakim,
dimana hakim tersebut satu dari pihak suami dam dati pihak istri.

*%Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 54
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Pengaturan mengenayigaqini terdapat dalam surat An Nisaa’' (4)
ayat 35,

z

"/967»4 /// ’E,N ////a/.‘/’,a'/ /’//w:- 5/".~ AN
L@-Lﬁ/ ‘wL&}jaﬁ/h‘ww‘waWdL@wu/‘

yang terjemahannya adalah sebagai berikut :
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan akttaanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki daorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu &lesod
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi takdigada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ldgaha
Mengenaf*

2.3.1.1.8 Fasakh
Bahwa perkawinan tersebut dirusak atau diputuskas permintaan
salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama.

2.3.1.1.9 Li’aan
Sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedi@erima
laknat tuhan apabila yang mengucapkan sumpah iwdubg.
Pengaturani'aan terdapat dalam surat An Nuur (24) ayat 6 sampai

dengan 9:
f/ //:,: - 4 . & -5 A ,/5.6 T teT '1“/
Bgld afnds : V-@-.")J‘ 052 ol

*! oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 123
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yang artinya sebagai berikut :
Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzinajlaRal mereka
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mers&adiri, Maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpalgyalemama Allah,
Sesungguhnya dia adalah Termasuk orang-orang yangr.bDan
(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasn¥a, dia Termasuk
orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindartan hukuman oleh
sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhmgaisya itu
benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Danpgh) yang
kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminyaliermasuk orang-
orang yang benar.

Maksud ayat 6 dan 7 adalah orang yang menuduhyatberbuat
zina dengan tidak mengajukan empat orang saksuslsdr bersumpah
dengan nama Allah empat kali, bahwa dia (suami)ahdbenar dalam
tuduhannya itu. kemudian dia (suami) bersumpahlisk&l@ bahwa dia
(suami) akan kena laknat Allah jika dia (suami)dosta. Masalah ini
dalam figih dikenal dengan'a.

2.3.1.1.10Riddah
merupakan istilah lain damurtad yaitu salah satu pihak keluar dari
agama islam. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal hituf H
Kompilasi Hukum Islam, dimanadah atau murtad yang dimakud
disini adalah yang menyebabkan terjadinya ketidakman

rumahtangga.

*2 oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal.544
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2.4 Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang

Alasan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 1N&Ror 9 Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahu# Téidtang Perkawinan.

Alasan tersebut antara lain yaitu:

2.4.1.1Salah satu pihak zina atau menjadi pemabuk, pendgatatpenjudi dan
sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkiaakgain selama 2
(dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak laimdanpa alasan yang sah.
Menurut Ridwan Syahrani dicantumkannya waktu 2 Ydahun berturut-
turut adalah untuk menciptakan kepastian hukumwBasalah satu pihak
meninggalkan yang lain tersebut haruslah tanpapiiak lain yang lain
dan tanpa alasan yang sah. Mengenai “hal lain ali kemampuannya”
pada perumusan alasan perceraian ini, Hakimlah yaegilai dan
menentukannya secara kasuistis.

2.4.1.2Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (kama)n atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsunglahSsatu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan yang menddarapihak lain.
Menurut Ridwan Syahrani, hubungan suami istri dimmaalah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat tgrhadsk lain,
kiranya tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta deesih sayang yang
sebenarnya mutlak harus ada untuk menjadi fundahkatukunan dan
kebahagiaan rumah tangga. Untuk alasan perceramn Hakim
membutuhkan surat keterangadfisum et Repertundari Dokter atau
keterangan Ahli Jiwa tentang pihak yang melakukan perasaan pihak
yang diperlakukatt

2.4.1.3Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pemigdgan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istrinild&an untuk
mempertimbangkan alasan perceraian ini diserahkapada Hakim.
Menurut Ridwan Syahrani, Hakimlah yang akan meremtisecara pasti

terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikaanalaguk bercerai

3 Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 19F&salah-Masalah Hukum Perkawinan di
IndonesiaBandung: Alumni), hal. 53

* |bid., 54-55
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sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian ini.tukUn
mempertimbangkan semua keadaan itu, Hakim memangtai untuk
berhati-hati sekali, sebab masalahnya mungkin titakya harus dilihat
dari satu segi saja, akan tetapi beberapa segisifaigya kompleks sekali
yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaansejahteraan,
pemeliharaan dan pendidikan anak dan sebagainya

2.4.1.4Antara suami isteri sering terjadi percecokan darigmgkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun ila@enafsiran arti perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus diserahkan kepada ksdjaan Hakim
tentunya dengan mempertimbangkan segala’hal.

2.4.1.5Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lama)n atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsungsakl perceraian ini
dapat diajukan apabila putusan tersebut sudah mkekmkuatan hukum
tetap sebagaimana yang tertulisdalam Pasal 23upama®emerintah No. 9
Tahun 1975 yang menyatakan : Gugatan percerai@n&aalasan salah
seorang dari suami isteri mendapat hukuman pesjdtiaa) tahun atau
hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalamal B&shuruf ¢ maka
untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai pekggugat cukup
menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang mekartuperkara
disertai keterangan yang menyatakan bahwa puttisaalah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap. Peraturan yang merumusiasan
perceraian ini, bertujuan untuk melindungi pihakgaidak terhukum agar
jangan sampai kehidupannya menderita karena dalkgg selama lima
tahun.®
Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompildsim Islam tidak

jauh berbeda dengan alasan-alasan perceraian métaraiuran Pemerintah No.

9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 39 UU Nomor unrd®74. Dalam

Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan alaskniya

a. Suami melanggar taklik talak;

%5 |bid., hal. 22
*% |bid., hal.78
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b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan itggacketidak

rukunan dalam rumah tangga.

Penambahan tersebut dikarenakan pengalaman Pemgadiama yang

sering menolak gugatan perceraian atas dalil sagawi istri beralih agama atau

murtad. Alasan penolakan yang dilakukan Hakim didesn pada pertimbangan

bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197K mdangatur masalah murtad

sebagai alasan perceraian, padahal menurut hukam, Isal ini sangat beralasan

untuk memutuskan perkawinah.

2.5 Akibat Perceraian

Dalam Undang-undang Perkawinan, mengenai akibatuspya

perkawinan karena perceraian diatur dalam pasahKkiDat perceraian itu adalah

sebagai berikut:
1. Akibat Terhadap Anak dan Istri :

a.

Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dandmdgnanak-
anak mereka semata-mata untuk kepentingan anakk Aryang
merupakan korban percaraian sebaiknya dirangkul déaveri
pengertian mengenai apa yang terjadi. Hal ini dibikan kedewasaan
dari dua pihak pria dan wanita. Mereka harus komitndalam
menemani anak mereka tumbuh. Karena tidak adahidbiékas Ayah
atau bekas Ibu. Anak harus mendapatkan kasih sakadganya,
meski mereka tidak lagi serumah. Diibaratkan bagans-istri
masalahnya sudah selesai, sebaliknya anak-anak jbsirat masuk
gua yang sangat gelap.

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemelihadan
pendidikan yang dibutuhkan anak. Apabial bapakrddanyataannya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilgama dapat
menetapkan bahwa Ibu ikut memikul biaya. Di kotsakdoesar
masalah anak korban perceraian relatif tertangamgan baik, karena
orang tua mereka rata-rata memiliki pendidikan dingsebaiknya

" Moh.Mahfud, Sidik Tono, Dadan MuttagieRengadilan Agama dan Hukum Islam
dalam Tata Hukum Indonesigogyakarta: Ull Press), hal. 91
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anak-anak ini memiliki teman dekat tempanya bedatign berbagi.
Tidak harus psikolog, bisa bibi, paman, nenek &tdek karena anak-
anak di bawah usia 11 tahun relatif lebih sulit edibpengertian

ketimbang mereka yang sudah menginjak remaja @reaja). Bekas
istri atau suami yang baik tidak perlu egois sefmgkmereka tetap
menjalin hubungan yang baik demi anak-anak. Jikaktimaka tidak
tertutup kemungkinan si anak akan menyimpan traieriantu dalam
ingatannya misalnya antipati terhadap perkawinaau aantipati

terhadap lawan jenisnya.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suank oreémberikan
biaya penghidupan kepada bekas istri dan atau rhew@am suatu
kewajiban bagi bekas istri.

2. Akibat Terhadap Harta Perkawinan

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentantp Haenda suami
istri setelah perkawinan mereka bubar yang ada éhatstentuan-ketentuan
tentang harta benda dalam perkawinan (Bab VII pgsapasal 36, pasal 37 UU
No.1/1974). Harta benda identik dengan harta kekayaempunyai dua fungsi
yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itn datuk menjalin hubungan
persaudaraan diantara sesama marntisia.

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak markab masalah,
karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalamhakg-masing pihak. Apabila
terjadi panyatuan harta karena perjanjian, pengelaga juga disesuaikan dengan
ketentuan perjanjian dan kepatutan. Pentingnya lieemda dan anak-anak dalam
rumah tanga Allah SWT mengingatkan dalam firmaNyeaBAt Taghaabun(16)
ayat 16,

} w7 Prd o‘ }g.a/

9,9}} /g/

‘v.ﬁg_l,\_lj @MC&Q/B"

‘o

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

%8 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Atflurabaya Airlangga University
Press, 2003), hal. 58
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“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesapggmu dan
dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkag paik untuk dirimu.
Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiranng&dr maka mereka

itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bilkgwanan putus
karena perceraian, harta bersama diatur menurutinmofa masing-masing,
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalamargan perkawinan. Selain
hak atas harta bawaan suami atau istri berhaksafzsruh hart perkawinan atau
harga bersama apabila terjadi percerafahlarta milik masing-masing suami dan
istri, harta ini adalah hak mereka masing-masimgn&n Allah SWT dalam Surat

An Nisa(4) ayat 29,

e A
|

| Tl o SOl B Y i il
ﬁ:; Lm&)vi;ugﬁs u/jc’vi‘;.;j\}i{ij gjc}&;fljo},o/r:

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

$ N\

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu gatmemakan harta
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jaamggaan yang belaku
dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jang&atab membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayapgdamu®.

Harta bersama menjadi lenyap dengan adanya pemamjawin pada

waktu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Para pihak atas persetujuan bersama dapat mengagaianjian tertulis

yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinag jsinya juga berlaku

*Ibid, hal. 94
% Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal. 122

®1 Sodharyo SoiminQpcit, hal. 67
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terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga te(gasal 29 (1) Undang-undang
Perkawinan)

Firman Allah SWT Surat An Nisa (4) ayat 32,

&;‘ﬂ// d T < w 2 - wal e ‘// ”‘ < s 7 L;“,.ﬂ// Y/
}w:«_t-::l_uw,a_:d)“ y ~L§l'°(’§".a"'f"d"f M e
2 2 ////U'a"" P o 29

s (a8
&
s w8 - a7 - < A >0 g W

2L 8 IO T AN caldad e Dl T (alST e Zal LS

s - - -

A\

Yang terjemahannya sebagai berikut:

“‘Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang mikiakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahgamnlain. (Karena)
bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yagiggka usahakan, dan
bagi para wanita (pun) ada sebahagian dari apamaneka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nyausgguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesu#tu.

Terpisahnya harta suami istri itu memberikan hakgysama bagi istri dan

si suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijg&amasing-masing.

3. Akibat Terhadap Status
Bagi mereka yang putus perkawinan karena percenaamperoleh status
perdata dan kebebasan sebagai berfRut:
a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali @exknan dengan status
janda atau duda.
b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawieagah pihak lain.
c. Kedua mereka itu boleh melakukan perkawinan kemdegianjang tidak

dilarang oleh Undang-undang Perkawinan atau agsiaa |

%2 oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal.122

83 Abdul Kadir Muhammad Opcit, hal. 118
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Sebagai langkah antisipasi menghadapi terjadinyiaalgai kemungkinan
dalam perkawinan sampai perceraian yang perlu lugi&an bagi seorang wanita
adalah®*

a. Wanita sebaiknya memiliki potensi tertentu dan nasafp potensi
tersebut.

b. Memilik persiapan dan perencanaan khusus sebelumaswki jenjang
perkawinan.

c. Sebaiknya suami tidak melarang istri untuk mengemgkan potensi.

d. Wanita harus mandiri, sebagai payung bilamana ditkkan hari terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan (perceraian atau kamauami).

e. Wanita sebaiknya mulai buka mata, buka telingardadaal hukum agar
tidak mudah dibohongi.

Dengan demikian segala resiko yang dihadapi saateman dan
sesudahnya dapat diterima dengan lapang dada das ikhlas serta tetap

menggunakan akal sehatnya tidak sampai depresydimgnuh diri.

% Ninuk Widyantoro, Opcit, hal. 31
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BAB Il
HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DAN PERAN
HAKIM DALAM PENGADILAN AGAMA

Sebelum lebih jauh diuraikan perihal Hukum AcaradBt&a Peradilan
Agama yang lebih jauh, perlu diketahui bahwa dalzesal 54 UU Peradilan
Agama dinyatakan :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalaigkiingan Peradilan

Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku Padgadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diagacara khusus

dalam Undang-undang ini.”

3.1 Tinjauan Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Peradilatdmum
3.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yangilikielkaraktistik
menentukan dan mengatur bagaimana cara menjanaiatidifa Hukum Perdata
Materiil serta menentukan syarat-syarat yang halipgnuhi untuk beracara
dimuka persidangan pengadilan, mulai dari pengajgagatan, pengambilan
putusan sampai pelaksanaan putusan pengddildokum Acara Perdata yang
juga disebut Hukum Perdata Formil adalah kesemu&aydah hukum yang
menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksahakdrak dan kewajiban-
kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalanurhugerdata materiff
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yangatenbagaimana caranya
menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengaraptaraan hakim. Lebih
konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acamad@ta mengatur tentang

bagaimana caranya mengajukan tuntuntan hak, mesaesita memutusnya dan

% |ndro SugiantoClass Action Membuka Akses Keadilan Bagi Masyargkéalang :
Intan Press, 2005), hal. 18

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawirtdt&um Acara Perdata Dalam
Teori Dan PrakteK,Bandung : Mandar Maju, 2002), hal.1
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pelaksanaan dari pada putusanffy®. Nur Rasaid merumuskan Hukum Acara
Perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukemtang cara-cara
memelihara dan mempertahankan hukum perdata nhafbtii Nur Rasaid,
2003:3). Kemudian Soeparmono memberikan pengeHigkum Acara Perdata
merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mendaniang cara-cara
bagimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkieum Perdata
Materiil melalui proses peradilan (peradilan nep&ta

Dari pendapat para ahli tersebut maka dapat diskapubahwa Hukum
Acara Perdata merupakan serangkaian peraturan hykmgn menentukan dan
mengatur bagaimana cara-cara menjamin ditaatiny&ufduPerdata Formil
melalui suatu proses peradilan meliputi syaratatygang harus dipenuhi untuk
beracara, pengajuan gugatan, memeriksa, memutsskapai pada pelaksanaan

putusannya.

3.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia

Asas hukum secara teori diartikan sebagai sesuatg ynerupakan unsur
idiil dari hukum atau norma hukum atau kaidah huk@erbeda dengan kaidah
hukum, asas hukum tidak dapat diterapkan secamgsuag. Seringkali asas
hukum dituangkan dalam bentuk norma dalam suatal paslang-undang tertentu
atau dalam putusan hakim. Untuk menemukannya adkagan mencari sifat-
sifat dan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit atputusan hakim tersebut. Hal
ini karena asas hukum bersifat abstrak dan umumg®&edemikian asas hukum
melengkapi peraturan hukum yang tidak lengkap ydagat dilakukan dengan
jalan penemuan hukum. Asas yang tercermin dalanuiukcara Perdata adalah
sederhana, kesamaan kedudukan para pihak, hakinmakhimpin proses, proses

berjalan secara lisan, pemeriksaan terbuka untuknyrputusan pengadilan harus

67 Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdata Indonesi@rogyakarta: Liberty, 2002),
hal. 2

% R. Soeparmonddukum Acara Perdata dan Yurispruder{@andung: Mandar Maju,
2000), hal. 1-2
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diberi tenggang waktu serta penyelesaian perkal@mdéenggang waktu yang
panta&’. Sudikno mengemukakan tujuh asas-asas Hukum Aeadata,yakdf:
(1) Hakim bersifat menunggu
(2) Hakim pasif
(3) Sifat terbukanya persidangan
(4) Mendengar kedua belah pihak
(5) Putusan harus disertai alasan-alasan
(6) Beracara dikenakan biaya
(7) Tidak ada keharusan mewakilkan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UndaaagriNomor 4 Tahun
2004 bahwa pengadilan membantu pencari keadilan b#amnsaha mengatasi
segala kendala dan rintangan untuk dapat tercapaiasadilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan, maka hakim wajib menggadingikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalmmasyarakat (Pasal 28
Undang-undang No.4 Tahun 2004). Untuk itu dalam sréksa suatu perkara
baik dalam hal terdapat peraturan yang jelas makpuwang jelas hakim harus
memperhatikan asas-asas hukum.
Mengenai asas-asas Hukum Acara Perdata ini, pemdimbahas yang
berkaitan lebih dalam dengan masalah yang ditgaini:
(1) Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
Asas ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undamgog nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undadgng nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , yakni &alperadilan
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringa&tentuan ini
dimaksudkan untuk memenuhi harapan pencari keadilsienurut
penjelasan ayat tersebut, yang dimaksud denganrhsede adalah
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukanadescpra yang efisien
dan efektif. Maksud dari kata sederhana terselgda jmemuat pengertian

asas cepat, yakni suatu penyelesaian perkara yasmenalalam waktu yang

% SetiawanAneka Masalah Hukum dan Hukum Acara PerdéBandung: Penerbit
Alumni, 1992), hal. 357

0 Sudikno MertokusumdQp. Cit.,hal. 10-18
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relatif singkat. Pengertian asas biaya ringan &daiaya perkara yang dapat
dipikul oleh rakyat, namun dalam pemeriksaan damy@lesaian perkara
tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kekmnadan keadilan
(Penjelasan Undang-undang No.4 Tahun 2004).
(2) Larangan untuk menolak memeriksa perkara

Asas ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undamdang No. 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang matikab bahwa
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,gaéit, dan memutus
perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atmang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sepertigydisebutkan oleh
Sudikno, larangan untuk menolak memeriksa perkesgbdbkan anggapan
bahwa hakim tahu akan hukumnyas(curia novi).”* Kalau sekiranya ia
tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wa@nggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilangyhidup dalam
masyarakat (Pasal 28 UU No.4 Tahun 2004). Namurbilapaerdapat
perkara yang sama mengenai hal yang sama yandkaliake pengadilan
oleh pihak-pihak yang sama, maka tidak dapat dguwtua kali oleh
pengadilan yang sama atau sama tingkatanhlgbi§ in idem).Hal ini
menyangkut masalah kepastian hukum putusan.

(3) Verhandlungs maxime

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersé#sif pDalam arti
bahwa ruang lingkup pokok sengketa ditentukan glaha pihak yang
berperkara. Dalam hal ini hakim wajib menerima g§pag dikemukakan
oleh para pihak, tidak boleh menyimpang, tidak bakemutus sesuatu
yang tidak dituntut, serta tidak boleh memutus atskurang atau melebihi
dari yang dituntuf? Asas ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Nahdnt
2004 yakni pengadilan membantu pencari keadilanb#gsasaha mengatasi
segala kendala dan rintangan untuk dapat tercagpgiasadilan sederhana,

cepat dan biaya ringan. Selaku pimpinan sidangninakajib menerima dan

L pid., hal. 41

2 |bid., hal. 13
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menampung segala sesuatu yang dikemukakan oleh poaaé. Hakim

mengikuti apa yang telah diajukan dan ditentukama pehak. Hal tersebut
dimaksudkan untuk membantu pencari keadilan darukumbhengatasi
kendala-kendala dan rintangan dalam mencapai penagang adil yang
diinginkan oleh semua pihak. Meskipun hakim di dalmemeriksa perkara
perdata bersikap pasif, namun hakim juga harud dkiiam memimpin

proses persidangan.

Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan nala
persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mewmtenaran, tetapi
dalam memeriksa perkara perdata hakim harus betsifawvuri. Hakim
terikat pada peristiwva yang diajukan para pihaecgndum allegata
iudicare).”® Dengan demikian, sikap pasif hakim disini hanybaes pada
penentuan luasnya sengketa dan selebihnya hakim hftif/*

(4) Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkarp&ea orang
lain, sehingga pemeriksaan di persidangan tergchra langsung terhadap
para pihak yang langsung berkepentingan. Akan itgiapa pihak dapat
dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikeh&mla (pasal 123 HIR,
147 RBg). Dengan demikian hakim tetap wajib menserikengketa yang
diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mekeakkepada seorang
kuasa’®

(5) Putusan harus disertai alasan-alasan

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap putpeagadilan
harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasag Y@gis untuk
mengadili. Menurut Sudikno dengan mengambil pend&pholten, alasan-
alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagaanggungjawaban
hakim dari putusannya terhadap masyarakat, pamk pipengadilan yang
lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyagainjang obyekiif.

Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putuserpumyai wibawa dan

" Ibid., hal. 12
" Indro SugiantoQp. cit., hal. 21

5 Sudikno MertokusumdQp. Cit.,hal. 18
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bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkarihffajuan asas ini untuk
menjaga transparansi dan obyektifitas putusan yagihkan oleh hakim
sehingga masyarakat dapat mengetahui mengapa haddnolak atau
mengabulkan gugatan. Oleh karena itu seorang hakiomtut untuk
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidlgtam masyarakat.
(6) Nemo yudex sine actore

Prinsipnya menyatakan hakim bersifat menunggu.alifis untuk
berperkara ke pengadilan sepenuhnya tergantung edapihak, hakim
hanya menunggu datangnya perkara. Menurut Sudikimdytan hak yang
mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, setiakaon bersikap
menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan lepadiudex ne

procedat ex officizang berarti tidak ada perkara maka tidak adansiffa

3.1.3 Para Pihak Yang Berperkara
Dalam sengketa perdata paling sedikit ada dua pijlakg saling

berhadapan, yaitu seorang penggugat melawan sedemgggat. Penggugat
adalah seseorang yang merasa dilanggar haknyangsesta tergugat adalah
seseorang yang dianggap telah melanggar hak segegaiag lain. Tidak jarang
terjadi bahwa penggugat yang terdiri lebih dariraeg melawan tergugat yang
hanya seorang saja atau seorang penggugat melavgugat yang terdiri lebih
dari seorang atau kedua belah pihak masing-masimlyit lebih dari seorang.
Penggabungan subyek ataupun obyek gugatan dalamssedt gugat disebut
sebagai kumulasi. Apabila yang digabungkan dengbhgeknya atau pihak-pihak
yang bersengketa lebih dari satu disebut kumulatsyektif. Sedangkan apabila
yang digabungkan obyek gugatan atau dasar gugpt&ol gugatan lebih dari
satu) disebut sebagai kumulasi obyektif.

Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergogdta mereka disebut
penggugat |, penggugat I, dan seterusnya. Demigidla apabila ada banyak

tergugat maka mereka disebut sebagai tergugatrdudat Il dan seterusnya.

®Ibid., hal. 15

" Ibid., hal. 41
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Dalam praktek, istilah turut tergugat dipergunakegi orang-orang yang tidak
menguasai barang sengketa atau tidak berkewajibtuk unelakukan sesuatu,
namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan hatugsi#rtakan, mereka dalam
petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk ddrtéehadap putusan hakim.
Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam hukuocara perdata, sebagaimana
dalam pertimbangan Mahkamah Agung Republik Ind@ndsiyatakan “Dalam
Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian tyremggugat, yang dikenal
adalah sebutan turut tergugat yaitu orang-oran@iyenggugat dan bukan pula
tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihatus$ diikutsertakan sekedar
untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadifan”.

Pada asas nya setiap orang yang merasa mempurkadam ingin
menuntutnya atau ingin mempertahankan atau memjzldrerwenang untuk
bertindak selaku pihak, baik selaku pengugat maupataku tergugat.
Berdasarkan kepentingannya, dikenal adanya dua rmamhak, yakni pihak
materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah melea yang mempunyai
kepentingan langsung didalam perkara yang bersamgkiBedangkan pihak
formil adalah mereka yang mewakili pihak materidlam beracara di muka
pengadilan. Tentang kedudukan para pihak tersedlatdsuatu sengketa perdata
dapat terjadi beberapa kemungkinan, yakhi :

(1) pihak materiil dapat sekaligus menjadi pihak fornyidkni ketika para
pihak yang berkepentingan langsung (pihak matetuilsendiri beracara di
muka pengadilan;

(2) seorang wakil atau pengampu bertindak sebagai mllmkka pengadilan
atas namanya sendiri (bertindak sebagai pihak fpampa mempunyai
kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkiggapi untuk
kepentingan orang lain yang diwakilinya (yang mdnjaihak materiil).
Dalam kedudukan ini, nama-nama pihak formil maupoateriil harus

disebut dalam gugatan maupun dalam putusan;

8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawir@g,Cit.,hal. 2

" Indro SugiantoQp. Cit.,hal. 24
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(3) pihak materiil yang berupa badan hukum, tidak mumdperacara sendiri
dimuka persidangan, akan tetapi memerlukan seoramgil yang
bertindak di muka pengadilan selaku pihak formituknkepentingannya
Ada kalanya pihak yang berkepentingan secara laxggsuali, pengampu,
pengurus atau pimpinan badan hukum tidak maju sekelipengadilan,
mungkin karena tidak menguasai hukumnya atau tatek waktu untuk
berperkara di pengadilan. Mereka dapat menguaskdjada orang lain
berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu (Pasay231) HIR, 147 ayat
(1) Rbg). Orang yang memperoleh kuasa untuk meivakiak yang
berkepentingan maju ke pengadilan disebut sebagaisak hukum,
misalnya pengacara atau advokat. Pengacara atakadersebut hanya
berkedudukan sebagai kuasa hukum para pihak daanbpkhak itu
sendiri, baik materiil maupun formil. Mereka majotuk kepentingan dan
atas nama pihak yang memberi ku#sa.

3.1.4 Tuntutan Hak

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan mengdernperlindungan
hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencetggenrichting atau
tindakan menghakimi sendfi. Tuntutan hak perdata ada dua macam, yakni
tuntutan hak yang di dalamnya tidak mengandung kstagyang biasa disebut
dengan perkara permohonan, serta tuntutan hak gadglamnya mengandung
sengketa yang biasa disebut dengan gugatanTidak setiap orang yang
mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutarsélaunya ke pengadilan.
Apabila dibiarkan tiap-tiap orang mengajukan tumtuthak, maka pengadilan
akan menjadi tidak efisien. Menurut Star Busmamiuki mencegah agar setiap
orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak keggmblan yang akan
menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yargp dan layak serta
mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterimagselosar tuntutan hd&R.

8 E. sundariPengajuan Gugatan secara Class Actifriogyakarta: Universitas Atma
Jaya, 2002)hal. 107

81 Sudikno MertokusumdQp. Cit.,hal. 48
8 Ibid., hal. 3

8 |pid., hal. 49
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Hal tersebut sesuai dengan apast d’interet point d’actionyang artinya siapa
yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajuligatgn.

Dalam suatu gugatan harus memuat identitas paek @arta gambaran
yang jelas mengenai duduknya persoalan (dalil-dadihkrit tentang adanya
hubungan hukum yang merupakan alasan dari tunfuti@mgan kata lain dasar
gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Bagian glagatan ini disebut
fundamentum petendi atau posit8uatu posita terdiri dari dua bagian, yaitu
bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan ke&egadian atau peristiwa-
peristiwva dan bagian yang memuat alasan-alasamadscan hukum. Dalam surat
gugatan harus pula dilengkapi dengmatitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan
atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, gikata dan atau diperintahkan
oleh hakim.Petitumini harus lengkap dan jelas, karena bagian daatgugatan
inilah yang terpenting’

Jalannya Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketwkang yang
didampingi oleh panitera, membuka sidang dan mekgatsidang terbuka untuk
umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mend&agajalannya persidangan,
yang secara formil dapat mengadakan kontrol, dagate demikian hakim dapat
mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair sielddk memihak kepada
salah satu piha¥ Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakgarat
mutlak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal & (&y Undang-undang
nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimabndang-undang nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakinTamapan sidang ini mempunyai
arti penting bagi para pihak yang berperkara. Apapenggugat atau pemohon
yang telah dipanggil secara sah, resmi dan paamun ia atau kuasa hukumnya
tidak datang menghadap persidangan yang telahtuali@m dan biaya perkaranya
telah habis, maka akan diputus dengan putusan gkguena penggugat atau
pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam berpekaraggahan hanya boleh
diajukan pada sidang pertama, dan kemungkinan gatgmengajukan gugatan

balik Rekonvensi tetap pada sidang yang pertama kal

8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawir@a,cit.,hal. 17

% Sudikno Mertokusumdp. cit.hal. 120-121
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Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka uatom, maka kedua
belah pihak, penggugat dan tergugat dipanggil ma&sukuang sidang. Biasanya
dalam pemeriksaan suatu kasus dilakukan oleh 8)(dgang Hakim, yang satu
sebagai Ketua Majelis dan yang 2 (dua) orang seélb#ajam Anggota (pasal 15
Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasehakiman jo. Undang-
undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kmhaki Hal ini tidak
menutup kemungkinan dalam suatu persidangan itakukln oleh seorang
Hakim tunggal. Hal ini diperbolehkan walaupun dalamerupakan suatu
penyimpangan dari ketentuan-ketentuan undang-undasagena dengan dalil,
dalam keadaan darurat. Kalau dalam setiap persadagitgakukan oleh tiga orang
Hakim atau Hakim Majelis, maka sebutan untuk menmmjplannya sidang
bukan Ketua Sidang tetapi dengan sebutan Ketua lislajéemudia Ketua
membuka sidang dengan bacaan Basmallah dan meayadalang terbuka atau
sidang tertutup untuk umum dengan 1 kali ketukan &tkali ketukari®

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan yadkedua belah
pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir, ntigleéc boleh dimulai dengan
pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditune@au& pihak harus didengar
bersama dan diperlakukan sama sesuai denganaadast alteram parterff
Apabila para pihak sebelumnya tidak menguasakaadegeorang wakil, maka
di muka sidang pertama tersebut mereka dapat meak@aa secara lisan kepada
seorang wakil, hal mana harus dicatat di dalantdedara. Di dalam HIR, tidak
mewajibkan kepada para pihak untuk beracara dewgaakili oleh seorang
kuasa. Selanjutnya hakim harus mengusahakan peiaarkadua belah pihak
seperti yang tertuang dalam Pasal 130 HIR/ Pasél Rldg. Apabila mereka
berhasil didamaikan maka jatuhlah putusan perdamaag menghukum kedua
belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yanghteiaapai. Isi perdamaian
tersebut pada hakekatnya adalah merupakan persetugehingga tidak dapat
dimintakan banding hal mana sesuai dengan Pasady&0(3) HIR/ Pasal 154

8 Wawancara penulis dengan Drs. H. A. Baidhowi., NI akim Pengadilan Agama
Depok) pada tanggal 10 Maret 2011

87 Sudikno MertokusumaOp. cit.hal. 121
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ayat (3) Rbg. Jika kedua belah pihak tidak berhdisiamaikan, hal itu harus
dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah perabn surat gugat.

Sebelum tahap pembacaan gugatan dilaksanakan Hediona sidang
mengajukan pertanyaan tentang para pihak yang tkarnae

1. Ketua sidang bertanggung jawab akan pemeriksaaadkepara pihak
serta perlu untuk mengetahui identitas yang beksdag.

2. Hakim peradilan agama, berusaha menggugah hati sk sehingga
mereka tidak merasa gentar yang akhirnya terbuktdair persoalan
sebenarnya.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugagaiggugat. Setelah
selesai dibacakan surat gugatan tersebut, makarHalenganjurkan agar rukun
kembali atau berdamai seperti semula kepada mdreidua. Menurut sumber
yang diperoleh di Pengadilan Agama Depok terutaara plakim menyatakan
bahwa anjuran damai sebenarnya dapat dilakukannkapm selama perkara
belum diputus atau sebelum tahap pembuKflaetapi usaha hakim untuk
mendamaikan pada permulaan sidang adalah bersitikiserta wajib dilakukan
dan dicantumkan pada berita acara sidang. Pernga @da yang tercapai
perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi daldangi yang pertama. Apabila
telah terjadi suatu perdamaian maka pihak yang ajekgn perkara tersebut
mencabut perkaranya, sehingga Hakim membuat sesietggpan bahwa perkara
telah dicabut karena damai atau rukun.

Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatdok memberi
jawabannya di muka pengadilan, baik secara lisarpmatulisan. Apabila proses
terjadi secara tertulis, maka terhadap jawabanutgty penggugat diberi
kesempatan untuk memberikan tanggapannya yangudiseplik, dan terhadap
replik dari penggugat ini tergugat dapat memberitearggapannya yang disebut
duplik. Jawab-menjawab secara tertulis ini sekuanmgngnya akan berlangsung
sampai tiga kali sidang.

Apabila sudah dibacakan surat gugatan atau pernaoholan anjuran
damai oleh Hakim kepada para pihak tidak berhasdka ketua sidang akan
menanyakan kepada tergugat / termohon, apakah ngaweb secara lisan atau

8 wawancaraQp.Cit.,
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tertulis. Pada saat itu masuklah proses ke dalambjamenjawab baik antara
pihak penggugat serta tergugat. Di dalam mengajyleaatanyaan kepada para
pihak haruslah terarah dan relevan dengan mas@kgitu juga dengan pihak-

pihak (penggugat dan tergugat) di dalam menjawatushgelas dan dapat

dimengerti oleh yang lain. Bila hal tersebut dilkakan maka tentu proses
persidangan suatu perkara akan lebih cepat. A@avabj menjawab tidak lain

dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokogketa. Tidak setiap

perkara perdata itu sederhana dan cepat pemeriksgarsehingga dapat

diselesaikan pada hari sidang pertdh&etelah diketahui apa yang menjadi
pokok sengketa dari acara jawab menjawab tersebaka jawab menjawab

antara para pihak dianggap cukup dan dinyatakasaebleh hakim.

Proses selanjutnya adalah acara pembuktian untydat ddiperoleh
hubungan hukum antara kedua belah pihak. Jikagatg@ataupun termohon tidak
ada lagi yang ingin dikemukakan pada tahap repdik duplik dan juga Hakim
pun tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sertauram yang dilakukan oleh
Hakim untuk berdamai belum berhasil, maka segenauldilah masuk tahap
pembuktian. Pada tahap pembuktian ini ada 3 (tigh)yang dijadikan pedoman
oleh Hakim untuk membuktikan suatu perkara yaitu:

1. Setiap pihak dipersilahkan untuk mengajukan bulkitbyang autentik
serta diserahkan ketua sidang di dalam ruang @ergan.

2. Semua alat bukti para pihak harus diteliti oleh iRaitang menyidangkan
suatu perkara dengan hati-hati.

3. Setiap pihak-pihak yang Dberperkara diharuskan untuéncari atau
menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan. $&danHakim hanya
dituntut untuk membantu kalau saksi tidak bisa haahka oleh pihak
yang berkepentingan agar Hakim memanggil saksi lmejaru sita
Pengadilan Agama Depok.

Dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkanlaaddakta atau
peristiwvanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukurhaggalah alat, sedangkan

yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Berkalengan hal ini, hakim

#1bid.,

% bid.,
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mempunyai tiga tindakan yuridis yakni mengkonstatimengkualifisir dan
mengkonstituir. Mengkonstatir adalah suatu tindakdimana hakim harus
melihat, mengakui dan membenarkan peristiwva yaamikiin untuk memperoleh
kepastian peristiwa. Agar kepastian tersebut daktisekedar berupa dugaan dan
kesimpulan yang dangkal atau gegabah, hakim mekaerlpembuktian dengan
alat-alat bukti yang ada. Tindakan berikutnya adat@ngkualifisir yakni, menilai
dan menemukan hukumnya/ menerapkan aturan hukuradi@p peristiwa yang
telah dikonstatir rechtstoepassing Di dalam mengkualifisir peristiwa,
terkandung unsur kreatif untuk menciptakan hukupabéda peraturan hukumnya
tidak jelas atau tidak ada. Menurut Subekti, adatelwajiban hakim untuk
mengetahui hukumnya itu dan menerapkan hukum isudah ia mengetahui
tentang duduk perkaranya tadikemudian tindakan yuridis yang terakhir adalah
mengkonstituir dimana hakim wajib memberikan kemdpada para pihak dengan
menetapkan hukumnya atau menjatuhkan putusan.

Setelah tahap pembuktian dan sebelum musyawaraimHakaka para
pihak berperkara mengajukan suatu kesimpulan ddeng yang terdahulu.
Dalam kesimpulan berisi tentang dalil-dalil yangate dikemukakan Pemohon
atau Penggugat sebelumnya yang telah terbukti idaegan melalui alat-alat
bukti.

Menurut Pasal 17 ayat 3 Undang-undang Undang-undampr 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undangpr 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, musyawarah isdjekim dilakukan
secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua lyaaig meninggalkan ruang
persidangan. Sidang dikatakan rahasia di siniyatth kala musyawarah maupun
sesudahnya, hasil musyawarah tersebut tidak babeltatkan sampai keputusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat pidgk-pihak
yang berperkara. Menurut R. Soeparmono, putusaimmhaklialah pernyataan
hakim sebagai pejabat negara atau sebagai pejaibadaan kehakiman yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang @ibarénang untuk itu yang
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mesgédan suatu sengketa

1 R. SubektiHukum Acara Perdata Indonesi@rogyakarta: Liberty, 2001), hal. 5
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perkara’® Selanjutnya R. Soeparmono menjelaskan putusamhaempunyai
arti luas dan sempit. Putusan dalam arti luas ¢enveenjadi dua yakni putusan
yang belum mempunyai kekuatan hukum tetagn(ig dan putusan yang sudah
berkekuatan hukum tetamewijsde telahin kracht van gewijde Sedangkan
dalam arti sempit berupa penetapdreschikking, penetapan yang termasuk/
bersifat putusai’® Sudah dijelaskan di muka dalam pengucapan puttaukian
dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun dahulueg@tup karena alasan
tertentu. Selanjutnya setelah putusan diucapkarkinHeketua sidang akan
bertanya kepada pihak-pihak apakah mereka mengrutusan atau tidak, bagi
pihak yang hadir menyatakan menerima putusan, rbagya sudah tertutup
untuk upaya hokum dan untuk mengajukan bandingarddPasal 7-15 Undang-
undang No. 20 Tahun 1947 tentang Prosedur Perddifamgan ditentukan waktu
untuk mengajukan banding adalah 14 hari setelabspat diterima oleh pihak

Termohon atau Tergugat.

3.2Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama
Peradilan Agama merupakan bentuk lingkungan peradihusus yang
mengadili perkara tertentu dan terhadap golongeente. Fungsi kewenangan
mengadili peradilan agama ditentukan oleh dua falkemg menajdi ciri khas
keberadaannya yakni “perkara tertentu” dan golorigakyat tertentu®. Yang
dimaksud dengan golongan “rakyat tertentu” dapéhati dalam Pasal 2 UU
Peradilan Agama yang berbunyi :
“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaakekn kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islamgereai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”
Dalam Pasal 49 ayat (1) ditegaskan pula :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerik&mutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertaneramomrang-orang yang

92R. Soeparmond)p. cit.hal. 115-116
% 1bid., hal. 116

% M. Yahya Harahap (aKedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU.
No. 7 Tahun 1989)(Jakarta : Al-Hikmah, 1993),hal. 137
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beragama Islam di bidang...”
Sedangkan yang dimaksud dengan “perkara tertemiah tditentukan
dalam Pasal 49 ayat (1), yang meliputi perkaraguerkli bidang perdata :
a) Perkawinan;
b) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan benmasahukum
Islam
c) Wakaf danShadagah

Namun apabila dikaji lebih jauh lagi maka kewenangang dimaksud di
bidang perkawinan dapat dilihat dalam penjelasaalP£® ayat (2) UU Peradilan
Agama, yaknt :

1. ljin beristri lebih dari satu orang (ijin Poligami)

2. ljin melangsungkan perkawinan bagi orang yang bearugi tahun
dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalans durus ada
perbedaan pendapat

Dispensasi perkawinan

Pencegahan perkawinan

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pembatalan perkawinan

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

Perceraian karena Talak

© SEEEINCT UT™ Y R

Gugatan perceraian

10. Penyelesaian harta bersama

11.Penguasaan anak

12.Penghidupan anak dari orang tua

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupansalami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagisoiskri

14.Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16. Pencabutan kekuasaan walli

Sbid., hal. 139-140
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17.Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengaddafam hal
kekuasaan wali dicabut

18.Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak lyalgn cukup
umur yang ditinggal kedua orang tuanya padahak tidia penunjukan
wali oleh orang tuanya

19.Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap watig ytelah
menyebabkan kerugian atas benda anak yang ada wahba
kekuasaannya

20.Penetapan asal usul seorang anak

21.Putusan tentang penolakan pemberian keterangark umélakukan
perkawinan campuran

22.Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tegaeiwen UU no. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan ménpewaturan

lainnya.

3.3 Prosedur Pengajuan Perceraian

Perceraian yang merupakan putusnya ikatan perkawmempunyai 3
macam cara. Tiga macam cara tersebut adalah :r&) Calak, 2) Cerai Gugat, 3)
Cerai dengan alasan Zina. Dengan adanya batasag lingkup penelitian maka
dalam skripsi ini akan dijelaskan dua macam prosgdkni cerai talak dan cerai
gugat saja dikarenakan terhadap cerai dengan atasartidak dapat dilakukan

langkah perdamaian oleh Hakim.

3.3.1 Tata Cara Cerai Talak

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinamumat agama
Islam apabila akan menceraikan istrinya, harus @jekgn surat permohonan
kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal termolamwa ia bermaksud
menceraikan istrinya disertai dengan alasan-aldaardengan permintaan supaya
Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk meyakpi@&eraian itu (pasal 66
ayat (1) UU Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama mempelajari isi surat pleoman tersebut,

maka selambat-lambatnya 30 hari setelah menerimmagb®nan itu, Pengadilan

Universitas Indonesia

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



57

Agama memanggil suami dan istri yang bersangkutdunkumeminta penjelasan
mengenai perceraian itu (pasal 68 ayat (1) UU Raradgama).

Setelah memperoleh penjelasan dari suami dary&sig bersangkutan dan
ternyata terdapat alasan-alasan untuk berceraita sBPengadilan Agama
berpendapat bahwa antara suami dan istri yang rigkstan tidak mungkin lagi
dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah gangnaka Pengadilan
Agama mentapkan untuk mengabulkan permohonan tdrgphsal 70 ayat (1)
UU Peradilan Agama).

Terdapat suatu pengaturan yang khas mengenaitbhataq yakni bahwa
setelah pengadilan mengabulkan permohonan tersdoutapabila istri tidak
mengajukan keberatan atas keputusan tersebut @radiny istri diattur dalam
pasal 70 ayat (2) UU Peradilan Agama maka Pengadienentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suamiighatau wakilnya untuk
menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu suagiai wakilnya yang diberi
kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mepgaoaikrar talak, yang
dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika istri telaendapat panggilan secara sah
atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendui #dak mengirim wakilnya,
maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikiak tanpa hadirnya istri atau
wakilnya (pasal 70 ayat (3),(4),(5) UU PeradilanaAw). Namun apabila suami
dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetajbleai sidang pengikraran
talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidakgmien wakilnya meskipun
telah mendapat panggilan secara sah atau patut rgagarlah kekuatan
penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapatkdiajlagi berdasarkan alasan

yang sama (pasal 70 ayat (6)).

3.3.2 Tata Cara Gugatan Cerai

Cerai Gugat atau gugatan cerai terjadi disebabKaeh adanya suatu
gugatan oleh istri kepada Pengadilan agar perkawdesmgan suaminya menjadi
putus. Selanjutnya cara gugatan ini diatur dalasalpa3 sampai dengan 86 UU
Peradilan Agama.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atauasiti kuasanya kepada

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi aéhgdiaman penggugat.
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Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas &tlak diketahui atau tidak
mempunyai tempat kediaman tetap atau tergugat rbpdie kediaman diluar
negeri; gugatan perceraian diajukan kepada PemagadiAgama ditempat
perkawinan mereka dahulu dilangsungkan atau kePadgadilan Agama Jakarta
Pusat pasal 73.

Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan pengglgatudian
memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasaeka ditempat
kediamannya. Jika mereka tidak dijumpai ditempatlid®@annya, panggilan
disampaikan melalui Lurah atau yang disamakan denga Pemanggilan
dilakukan dan disampaikan secara patut dan selaaidéatnya tiga hari sebelum
sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak y#@egsangkutan. Panggilan
kepada Tergugat dilampiri salinan surat gugatasgp26 PP No. 9/1975).

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakslambat-
lambatnya 30 hari setelah diterima surat gugatarcepman. Pada sidang
pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datargliri atau diwakilkan
kepada kuasanya. Hakim yang memeriksa gugatan rpence berusaha
mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamagkulldn pada setiap sidang
pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, mak tigpat diajukan gugatan
perceraian baru dengan alasan yang sama.

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemerikgpagatan dilakukan
dalam sidang tertutup sampai Hakim memberikan pming, tetapi putusan
mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidariguka. Perceraian
dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhicejgk :

1. Jatuhnya keputusan Pengadilan Agama yang telah oreap

kekuatan hukum tetap (pasal 81 ayat (2) UU Pemadiama).
Perlu ditambahkan bahwa selama berlangsungnya agugpérceraian, atas
permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilah dapa

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemaetian dan

pendidikan anak.

3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin tenpednnya

barang-barang yang menjadi hak bersama suamatatsibarang yang
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menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak(msal 78 UU
Peradilan Agama dan pasal 95 KHI).

Sedangkan yang dimaksud dengan cara perwakilantataki langsung
adalah penggugat atau pemohon tidak memohon seetigi melalui wakilnya
atau kuasanya. Hal ini sesuai dengan pasal 20laatraturan Pemerintah No.9
Tahun 1975 yang berbunyi gugatan perceraian dinjokah suami atau istrinya
atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daekaimhya meliputi tempa
kediaman tergugat.

Di Pengadilan Agama penggugat atau pemohon meayajigugatan
kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera ga&ggra tertulis maupun
secara lisan.
3.3.2.1 Pengajuan secara tertulis artinya :

Penggugat atau pemohon mengajukan gugatan sedafs @engan surat

gugatan atau permohonan tersebut.

3.3.2.2Pengajuan secara tidak tertulis artinya :

Permohonan ini dilakukan bagi mereka yang tidak lbigca tulis. Dalam
hal penggugat atau pemohon mengajukan gugatarpatawohonan tidak tertulis
melainkan lisan, kemudian panitera merumuskan sgagatan kemudian
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama.

Dalam mengajukan surat gugatan ini, penggugat agb&mohon
melampirkan beberapa syarat yang harus dipenugiaafsin®

1. Foto kopi akta nikah yang telainazegel(dilegalisir) yang bermaterai

cukup serta akta nikah yang asli.

2. Surat keterangan dari kelurahan bagi mereka yanly ag@u tidak

diketahui alamatnya yang jelas.

3. Foto kopi KTP yang masih berlaku yang telah dinakédilegalisir)

dengan bermaterai cukup.

4. Membayar biaya perkara.

Untuk membayar biaya perkara ini ada dua perbedatana lain :

% WawancaraQp.cit.,
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a. Untuk cerai thalag yang harus membayar biaya perleaialah
suami, karena suami yang mengajukan gugatan.

b. Untuk gugatan perceraian maka yang harus membaigaa b
perkara adalah istri, karena ia yang mengajukaatgng

c. Penggugat atau pemohon masing-masing akan menakapggilan
sidang 30 hari setelah pendaftaran gugatan.

3.4 Kedudukan Hakam Dalam Perceraian

Menurut Imam Hambali dan Qaul Qadim dari Imam Syathwa arti
Hakam adalah wakil, sama halnya dengan wakil, makakam adalah tidak
boleh menjatuhkan Thalag pada pihak istri sebeluemdapat persetujuan dari
pihak suami. Begitu juga Hakam dari pihak istrakdboleh mengadakan khuluk
sebelum mendapat persetujuan dari pihak istri. Kppendapat ini Hakam
diangkat oleh kedua belah piffakimam Malik dan pengikut Hambali serta Qaul
Jadid dari Syafi'i berpendapat bahwa Hakam itu addlakim. Sebagai hakim
maka Hakam boleh memberikan keputusan sesuai depgaaepat keduanya
tentang hubungan suami istri yang sedang berselipdikah ia akan memberikan
keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan kaglua suami istri itu
berdamai kembali. Hakam disini harus benar-benarsisgguh-sungguh dalam
menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang ldamjeh pengadilan yang
berfungsi sebagai juru damai. Pengangkatan Hakandapat dari keluarga
masing-masing pihak, maka Hakam boleh diangkatldarikeluarga para pihak.
Di Indonesia terdapat badan yang dapat menggantiakam dalam tugasnya
mendamaikan pasangan suami istri yaitu Badan Heta$terkawinan dan
Penyelesaian Perceraian (BP4).

Hakam dipilih dan ditetapkan setelah pemeriksaasisaksi (pasal 76
ayat 2 UU Peradilan Agama), tetapi sebelum keputusiehir pengangkatan
Hakam sesuai adalah melalui putusan sela. Dalansguitsela itu diangkat para
Hakam serta menyebut tugas apa yang dibebankanaditmy pada mereka
sekaligus ditentukan jangka waktu Hakam melaksantkgasnya dan penundaan
pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir. Dengamkin Hakam dapat

" Kamal Muktar Asas-asas Hukum |slam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang
Jakarta, 1974. hal. 189
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bertindak sebagai seorang utusan dari pihak su@mipahak istri. Jika dari pihak

suami mengusakan kepadanya untuk mentalak istrinpakan Hakam

mempunyai hak untuk itu. Peranan dan tugas Hakasehlst secara ekplisit
adalah sebagai berikut:

1. Mendamaikan suami istri yang berselisih.

Hakam ini harus arif dalam mempelajari permasalapang ada dengan

maksud tidak untuk mencari siapa yang salah meainkencari titik temu

diantara keduanya. Karena itu seorang Hakam harmesmemuhi kriteria-

kriteria sebagai berikut :

a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara

b. Dengan ikhlas berusaha mengadakan perdamaianipata p

c. Kedua Hakam itu hendaknya disegani oleh para pyaak berselisih

d. Seyogyanya berpihak kepada yang teraniaya apahg& fain tidak mau
berdamai

Mengembalikan ketentraman rumah tangga para piaag fpermasalah.

3. Menceraikan para pihak apabila perceraian itu adlpag lebih baik dan
merupakan jalan terakhir bagi penyelesaian rumabg&a mereka melalui
Pengadilan Agama.

Jadi perdamaian bagi para pihak ini diselesaikeh élakam dan apabila
tidak dapat terselesaikan maka suami istri itu ragrign permasalahannya ke

Pengadilan Agama.

3.5 Peran Hakim Untuk Mendamaikan
Pada sidang pemeriksaan perkara Hakim berusah& umtndamaikan

para pihak, dalam hal ini keduanya harus hadir &ee@pabila berhalangan dapat
dikuasakan dengan surat kuasa yang telah dibuatutdesumber informasi dari
Pengadilan Agama Depok (Drs. H. A. Baidhowi., M.keJaku Hakim Pengadilan
Agama Depok mendamaikan para pihak adalah wajib,idiatelah diatur oleh
Undang-undang.

Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pa4dRBG mengenal
dan menghendaki penyelesaian sengketa melaluideemnai. Pasal 130 ayat (1)
HIR berbunyi:
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“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belahalpitdatang, maka
pengadilan negeri dengan pertolongan ketua menakdnra memperdamaikan

mereka.”
Selanjutnya, ayat (2) mengatakan:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapagka pada waktu
bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentanglalam mana kedua belah
pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperiiua surat mana akan

berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusanbjasa.”

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikanfbersiperatif. Hakim
wajib berupaya mendamaikan para pihak yang beperkdal itu dapat ditarik
dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang mekgata

“lika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, ana&l itu mesti disebut

dalam berita acara sidang.”

Jadi menurut pasal ini, kalau hakim tidak berhasiendamaikan,
ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam besitara sidang. Kelalaian

menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibgtkaneriksaan perkara:

a) mengandung cacat formil, dan
b) berakibat pemeriksaan batal demi hukum.

Perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketapalean penyelesaian
perkara yang akan mengakhiri sengeketa dengan lempara pihak yang
berperkara. Perdamaian dilakukan atas kesadararketmpakatan para pihak.
Dengan demikian penyelesaian perkara dapat melegltamemuaskan masing-
masing pihak yang berperkara, sehingga diantargkadrdak ada yang merasa
menang dan tidak ada yang merasa kallarena hasil perdamaian, jauh
lebih adil dari putusan yang paling adil sekalipun’ %8

Upaya perdamaian dalam sengketa yang berkaitanadepgrceraian,
upaya mendamaikannya adalah mengusahakan pihdk-pérag bersengketa

menghentikan persengketaannya dan mengupayakasditgig hidup rukun

%M Yahya Harahap (alpp.Cit.,hal. 73
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kembali dalam rumah tangga sehingga perceraiak tedgdi. Dengan demikian,

maka sudah merupakan kewajiban hukum bagi Hakinindkungan Peradilan

Agama dalam memeriksa perkara perceraian agar usatangupayakan

perdamaian bagi para pihak yang bersengketa; halesuai dengan peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan dallar) f#tu pasal 39 ayat

(1) UU Peradilan Agama.

Upaya perdamaian merupakan kewajiban hukum bagiintjaknaka
konsekuensinya apabila perdamaian tidak dilakuken Hakim, maka berakibat
putusannya batal demi hukum. Bertitik tolak dars&a 30 ayat (1) jo. Pasal 130
ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksatlaptanendamaikan dan
langsung memasuki tahap pemeriksaan, jawab-menjadiabggap melanggar
tata tertib beracara, sehingga proses pemerikdékanalifikasi undue process
Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah, dan pksaan harus dinyatakan
batal demi hukuni?

Pada dasarnya tahap proses mendamaikan dianggagat sannsipil,
alasannya sekiranya tidak prinsipil, maka tidakuperatur dalam pasal khusus.
Selanjutnya, jika hal itu tidak prinsipil tidak perada Pasal 131 ayat (1) yang
mewajibkan pencatatan atau penyebutan tahap ppmsedamaian dalam berita
acara persidangan. Dengan demikian, keharusan nk@mioang tahap proses
mendamaikan bukan bersifat regulatif atau fakyldagfapi imperatif, sehingga
keadaannya dalam pasal 130 ayat (1) HIR sangatsipitin Pelanggaran
terhadapnya mengakibatkan pemeriksaan yang dilakiittak sah dan batal demi
hukum

Akan tetapi sebaliknya, meskipun dibenarkan tahegsgs mendamaikan
bersifat imperatif, namun undang-undang sendiakiichengatur ancaman apapun
atas pelanggarannya. Jika sekiranya pembuat undsiepg berpendapat
kewajiban mendamaikan sangat prinsipil bobotnyafuteakan diatur ancaman
atau pelanggarannya. Bila demikian halnya, pengabhakim membuka ruang

tahap proses perdamaian maupun berita acara ydakg themuat penjelasan

%M. Yahya Harahap (bHukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadil@iakarta : Sinar grafika, 2008), hal. 240

199 pid.,

Universitas Indonesia

Peran hakim ..., Ardi Jaya Pradipta, FH Ul, 2011



64

tentang tidak berhasilnya upaya mendapaikan, demgeelanggaran tata tertib
beracara yang tidak punya bobot menyatakan penaanksidak sah maupun
menyatakan batal demi hukum. Kalau begitu pendekgsamg tepat diterapkan
dalam masalah ini, bukan bersifat ekstrem, tetascdrak moderasi. Dengan
demikian pelanggaran terhadapnya, masih dalam bzag dimaafkan dan
ditolerir ***

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, Hakim Pelagadigama tidak
semata-mata berperan dan berfungsi untuk memetésanemutus perkara, akan
tetapi berperan pula mendamaikan, karena perandansikan merupakan
kewajiban atau tugas yang dibebankan oleh Undadgag Upaya mendamaikan
merupakan prioritas utama, sedangkan fungsi melngaerupakan kegiatan dan
tindak lanjut atas kegagalan upaya perdamaian, dalena itu peran
mendamaikan lebih utama daripada peran memutuskaarg.

Upaya perdamaian merupakan peran aktif Hakim, tégpas menunggu
kesediaan berdamai dari pihak-pihak yang berperkabmlam upaya
mendamaikan tersebut Hakim disamping dapat mengkpaysecarax officiq
juga dapat meminta bantuan kepada orang tua atdanblain yang dianggap
perlu, hal ini sesuai dengan maksud penjelasaal [&is ayat (2) Peraturan
Pemerintah N0o.9 Tahun 1975. Ternyata keaktifan tdatalam mengupayakan
terjadinya perdamaian antara suami istri yang sgdagrsengketa demikian
dominan. Peran yang dominan tersebut didukung geteyan kewajiban untuk
memberikan kesempatan para pihak untuk berdamailmalistem media&i
Pengaturan mengenai prosedur mediasi dapat did@glam Perma nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi. Acuan untuk melakukadiasi ini mengatur
mengenai prosedur perdamaian yang digariskan deisal 130 HIR dan Pasal
154 RBG, di mana dalam kedua pasal ini masih belukup mengatur tata cara
proses mendamaikan yang pasti, tertib, dan lanCé&h karena itu sambil
menunggu pembaharuan dalam hukum acara maka MahkaAgung

menganggap perlu menerbitkan PERMA yang dapat miefgamdasan formil

% |bid.,

192bid., hal. 242
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yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib pagi hakim di pengadilan
tingkat pertama dalam mendamaikan para pihak yergekard

Dalam rangka untuk menegakkan suatu keadilan teauth dalam bidang
hukum, maka dibutuhkan ada seorang penegak hukam kEasanya dikenal
dengan sebutan Hakim yang tugas sehari-harinya adédngerta memberikan
suatu putusan yang seadil-adilnya. Begitu juga dendgakim Pengadilan Agama
dimana tugas dan tanggung jawabnya sangat pentkagena harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Ega $egasnya juga
menyangkut kelangsungan kehidupan perkawinan sasgorOleh sebab itu
hakim dituntut memberikan alternatif pemecahan dapaerbagai permasalahan
perceraian yang dihadapi dan dengan menggunakbada®mpendekatan atau cara
yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keduah Ipgtek agar mereka tidak
jadi bercerai.
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Sédavlaidah (5) ayat 8 :

E’/ B g

° = s> _ _o£ ° -G -~ 7
Zo) ATa coshi R S I Tl ¥

Yang terjemahannya sebagai berikut
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu gaedng-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, meskti dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap atesukaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakuad karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepatih Asesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjak&”.

Dan Surat Al Hujuraat (49) ayat 9 dan 10 :

193bid., hal. 243

1941 oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal.159
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Yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yangnberitu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalaong satu
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendakiahg melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembatlapperintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduamsgfaurut keadilan, dan
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allahaiméai orang-orang
yang Berlaku adil.

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudsehab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedualasamu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat ratifra

Di dalam memutuskan perceraian seorang Hakim sdrajahati karena
perceraian itu adalah suatu perbuatan yang sangahal dan dimurkai oleh
Allah. Akibat dari perceraian itu antara suami darinya akan menimpa anaknya
yang masih kecil atau belum dewasa, yang masih mtrkan kedua orang
tuanya untuk mendidik dan memberikan rasa kasiarsay

Keharusan adanya perdamaian dapat dilihat dalaal ;@6 HIR, apabila
perdamaian yang diupayakan Hakin itu berhasil mdkauatlah suatu akta

perdamaian yang berisi hal-hal yang berkaitan dengerkara dan sekaligus

199 oc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddigiet.al, hal.846-847
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sebagai penetapan bagi para pihak untuk memenwdu atelaksanakan
perdamaian itu. Dengan adanya perdamaian, makakh¢ah sengketa
perceraian para pihak dan akta perdamaian itu knedabagai putusan Hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 82 UU Peradilan Agama ditegaskan &ahw

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan percdsakim berusaha
mendamaikan kedua pihak.

(2) Dalam sidang perdamain tersebut, suami istri hdaiang secara pribadi
kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediadidnar negeri dan
tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapatkitkan oleh
kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua belah pihak bertempat di luar negeaka penggugat pada
sidang perdamaian tersebut harus menghadap seizadip

(4) Selama perkara belum diputuskan, maka mendamai&pat dilakukan
pada setiap pemeriksaan.

Dengan demikian sudah merupakan kewajiban hukum Hagim di
lingkungan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkg@rceraian
mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang logestan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1), upayadamaikan mesti
dicantumkan dalam berita acara sidang. Namun maskdpmikian, pencantuman
itu tidak hanya terbatas pada berita acara sajapitguda dalam putusan.
Kebenaran tentang adanya upaya mendamaikan yaaRgukin hakim yang
tercantum dalam berita acara harus ditegaskan daildusan. Sebelum putusan
sampai pada uraian pertimbangan pokok perkaras lt@riwang pernyataan paling
sedikit “hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, tetidpk berhasil..”.
Dalam hal ini pun kelalaian atau pelanggaran teapaga dapat didekati dari segi
ekstrem dan moderat. Secara ekstrem putusan yala§ themuat hal itu,
mengakibatkan putusan tidak sah, meskipun dalanitab@icara tercantum
penegasan tentang hal itu. Sebaliknya dari pendekatoderat, pelanggaran

mengenai hal itu dalam putusan, dapat ditoleripaamempersoalkan apakah
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hakim memberi ruang untuk itu, atau apakah tercardtau tidak dalam berita

acara sidan{’®

Dalam sengketa perceraian, makna perdamaian memipuilgi yang
sangat tinggi, sebabnya adalah dengan dicapaingampaian antara suami istri
dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatarkawigran dapat
diselamatkat?’. Selain itu dapat diselamatkan juga kelanjutanedéraraan dan
pembinaan anak secara normal. Mental dan pertumblieiwvaan mereka
terhindar dari perasaan rendah diri serta traunfendaerkawinan. Oleh karena
itu agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan halebihl efektif, hakim harus
berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbetikapersengketaan

perkawinan.

3.6 Kendala Pelaksanaan Perdamaian

Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketandaaus perceraian
merupakan tuntutan Undang-undang. Namun berdasdwksihsurvei dan tanya
jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Depok bahw&age perceraian yang
masuk di sini sudah demikian kriff& Misalnya seorang istri yang mengajukan
gugatan perceraian kepada suaminya yang telah Sint@ahun tidak memberi
nafkah batin dan fisik (meninggalkan istrinya begtja) sementara anak-anak
dibebankan (ikut) kepada ibunya, maka Sang suang gganggil menghadap ke
persidangan tidak mau bercerai dengan alasan masitintai istrinya. Dalam
hal ini Hakim Pengadilan Agama mengkritisi masatalsecara adil yaitu dengan
beban pembuktian berikutnya menyangkut isi pokakara, pada satu pihak istri
berkeinginan untuk bercerai karena tidak mendapéitah, sedang dari pihak
suami, ia tidak mau bercerai atau diceraikan kamaaih mencintai. Kondisi
seperti itu lazim ditemui di dalam perkara yang ukasli Pengadilan Agama

Depok dan merupakan kendala besar bagi Hakim ypgldksanaan perdamaian

1% M Yahya Harahap (bQp.Cit., hal. 241

197 Sulaikin Lubis.et.al Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonegiakarta :
Kencana, 2008), hal. 70

198 \wawancaraQp.Cit.,
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kedua belah pihak. Di lain daerah, Jawa Timur ditesim bahwa ternyata terdapat
kendala dalam bahasa antara hakim dengan para. pteskh terdapat beberapa
masyarakat yang kurang baik penggunaan bahasa dsidogya baik dalam
penyampaian maupun penerimaannya sehingga upaydanp&ian kurang
optimal. Misalnya saja di Pengadilan Negeri Surabay mana masyarakat
Madura yang mayoritas masih kurang baik penggurizsmsa Indonesianya
dalam hal mengajukan permohonan talak atau gugatmai sering Kkali
mendapatkan kesulitan pada saat di pengadilan. Kikasi yang baik antara
hakim dengan para pihak menjadi agak sulit sehiqgses perdamaian pun

tidak optimal diupayakan oleh hakim.
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BAB IV

ANALISA KASUS

Berdasarkan pasal 55 UU Peradilan Agama dapampligkan bahwa
terdapat dua cara memasukkan suatu perkara agerikdg oleh Pengadilan
Agama yakni berupa Permohonan dan Gugatan. Yangakdim dengan
permohonan adalah permohonan untuk penjatuhan Tkdpkda istri sebagai
bentuk suami melepas perkawinan dengan istriny&.uiguk menjatuhkan talak
adalah mutlak milik suami, namun tidak tertutup kegkinan bagi sang istri
untuk mengadakan perceraian yang kemudian dibeskatu hak yakni gugatan
sehingga adil hak bagi suami dan istri dalam hedgraian. Dari 2 cara masuknya
perkara ke pengadilan akan muncul 3 bentuk progélikakan Pengadilan Agama
yakni: 1) Penetapan Perdamaian; atau apabila tisk didamaikan para pihak

akan memunculkan 2) Penetapan Permohonan Tal&ut@3an Gugatan Cerai.

Dalam pasal 56 ayat (1) UU Peradilan Agama dijelaskbahwa
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa o@mutus suatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atatarlg jelas, melainkan
wajib memeriksa dan memutusnya, maka dengan ikiadypsuatu perkara perdata
perceraian harus diputus dengan cerai? Jawabandgéaha tidak karena
berdasarakan ayat (2) pasal ini telah jelas dikafisbahwa ketentuan ini tidak
menutup adanya suatu penyelesaian secara damang§ehmeski secara etika
profesi hakim harus memutus suatu perkara yangddpiean kepada dirinya
dihubungkan dengan asas wajib mendamaikan parak phlekim harus
mendamaikan para pihak namun apabila hakim tidakalsé mendamaikan maka
perkara tersebut harus diputus oleh hakim berdasabukti yang sah dan
meyakinkan.

Penetapan Perdamaian oleh pengadilan agama datamnpsrkara perdata
perceraian memiliki kekuatan hukum yang sama kaagdn Putusan Pengadilan

dikarenakan bahwa dalam menghasilkan suatu pemetsgzerti dalam putusan
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terdapat Hakim Majelis yang berisikan setidaknyaahg hakim yang memeriksa
perkara tersebut dan melalui berbagai pertimbapgatimbangan yang matang
dan didukung dengan pasal 60 UU Peradilan Agamavéddbaik Penetapan
maupun Putusan adalah sah dan mempunyai kekuakarmhyang sah apabila
diucapkan hanya dalam sidang yang terbuka untuknnhal ini termasuk juga
Penetapan Perdamaian. Adalah suatu solusi yangkdedbiknya apabila semua
perkara perdata perceraian diselesaikan dengamu fRemetapan Perdamaian
karena menurut penulis suatu Penetapan adalah mengkan para pihak karena
berusaha menyatukan dua hal atau lebih menjadj sasalnya saja Penetapan
Anak Angkat atau Penetapdduratele sedangkan Putusan adalah merugikan
karena pasti hanya akan memenangkan salah satugghagga timbul kerugian
di pihak lain misalnya saja Putusan terhadap Seagkanah. Berhasilnya suatu
perkara perdata diputus akan berbanding terbahiale kesuksesan hakim dalam

mendamaikan para pihak.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Peradilan Agaia&, genetapan dan
putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRHIM diikuti
dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA. Hal ini ditujukan agar Hakim baik dalam mengekan suatu Penetapan
maupun Putusan harus berdasarkan suatu pertimbalagyanlasar yang sangat
kuat sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepaliah ASWT sebagai
perpanjangan tangan Allah SWT untuk memberikan kesaun atas suatu masalah
manusia lainnya. Keadilan yang diberikan oleh Hakimarupakan perwujudan
keadilan yang diberikan Allah SWT dan nilainya attabama meski kembali lagi
bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bisa sefagerti Allah SWT dalam
memberikan keadilan namun setidaknya keadilan iakiknh berdasarkan
KETUHANAN YANG MAHA ESA.
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4.1 Peran Hakim Agama dalam Penetapan No. 71/Pdt.&311/PA.Dpk

Dalam kasus dapat dilihat bahwa para pihak yakoiBerry Nugroho bin
Fauzi Anwar sebagai pemohon melawan Nur Oktaviamii 5yhroni sebagai
Termohon. Dalam kasus dapat dilihat bahwa domndsiti pihak termohon adalah
Kampung Jatijar No. 20, RT 007 RW 08 Kelurahan jdjat, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok di mana berdasarkan PasalUlB6Peradilan Agama
dijelaskan bahwa permohonan cerai talak diajukapa#ta Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termokecuali apabila termohon
dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman ydegtukan bersama tanpa
izin pemohon, sehingga dapat disimpulkan berdasdrkatersebut maka menjadi
kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksam anemutus

permohonan dari pemohon.

- 10 Januari 2011
Pemohon mendaftarkan permohonan untuk menjatuhéiak tkepada
Termohon dengan nomor register perkara : 71/PdIR/PA.DPK
- 21 Februari 2011

Para pihak setelah dipanggil secara patut dan resemghadap majelis
hakim dalam persidangan yang pertama. Dalam p@gataini berdasarkan
kewenangan yang dimilikinya hakim terlebih dahulelakukan perannya dengan
mendaikan para pihak yang berpekara namun usahin hiaglum berhasil.
kemudian setelah usaha yang pertama itu, hakink te#ata memeriksa atau
masuk ke materi perkara namun kembali melakukahaug@rdamaian melalui
jalan mediasi di luar sidang dengan menentukan at@didan bila dilakukan
usaha perdamaian, kemudian menunda sidang terdééskipun dalam peradilan
terdapat asas peradilan dilaksanakan dengan sederbepat, dan biaya ringan
hakim secara berlawanan memberikan keleluasaanuwgdtta pihak dengan
menunda pemeriksaan materi perkara. Usaha hakimmdarsidang dalam hal ini
berarti, hakim berusaha mewujudkan asas wajib mmeattan para pihak.
Berbeda dengan penanganan perkara perdata laipa@lea sudah tidak bisa
dilakukan perdamaian di tahap awal maka hakim segeemeriksa perkara
tersebut, namun dalam kasus ini hakim secara lel@imberikan waktu kepada
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para pihak untuk saling mengintrosepksi diri damunenkan sama rendah emosi
para pihak untuk melihat ke dalam diri masing-mg&iahwa perkawinan mereka
masih bisa diselamatkan dan tidak perlu berakhijedjang perceraian serta
mengingat umur perkawinan yang masih sangat mudmuRikasi yang baik ini

menjadi suatu bentuk peran hakim dalam menangakarzeperdata perceraian.
- 7 Maret 2011

Pemohon datang ke persidangan untuk mencabut penaohya
sehingga dengan kata lain kasus ini diselesaikearsedamai oleh para pihak.
Kemudian melalui pertimbangan yang baik secara nung-undangan
(berdasarkan pasal 271 Rv maka apabila Pemohonaim@nperkaranya sebelum
diperiksa oleh Majelis Hakim maka diperbolehkarmptameminta persetujuan dari
lawannya) maka majelis hakim dalam hal ini membamatkuatu penetapan yang
menandakan telah terjadi perdamaian di antaraphek sehingga perkara tidak
dilanjutkan untuk diperiksa. Terhadap PenetaparddPeaian ini berdasarkan
pasal 83 UU Peradilan Agama ditegaskan bahwa tafgkat diajukan suatu
gugatan baru dengan alasan yang sama sehinggdisesat sebagai usaha untuk
mencegah konflik di kemudian hari yang berujund®’dngadilan lagi, atau lebih

jauh lagi berujung dengan perceraian.

Dalam pasal 89 UU Peradilan Agama dijelaskan babiagta perkara
dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat, hal emujian agar lebih
memberatkan seseorang agar tidak mengajukan gugatanatau permohonan

talak untuk memutus perkawinannya.
4.2 Peran Hakim Agama dalam Penetapan No. 173/P@&/2011/PA.Dpk

Dalam kasus dapat dilihat bahwa para pihak dalaimnnhadalah, Yeti
Rahmayanti Binti H.M. Suhar bertindak sebagai Peaggy dan Erwin Eka
Yuliandhi Bin Shana Djauhari sebagai Tergugat. Dakasus domisili keduanya
masih sama yakni di Kampng Kekupu RT 005 RW 005I¥0A Rangkapan Jaya
Pancoran Mas Kota Depok di mana merupakan linglamppetensi Pengadilan
Agama Depok sebagai pengadilan yang berwenang mnis@edan memutus

perkara yang diajukan oleh Penggugat.
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Dalam hal gugatan maka berdasarkan pasal 73 Uddifer Agama
dibatasi hanya dibolehkan diajukan oleh istri &aasanya sebagai kebalikan dari
hak mutlak suami yakni talak. Latar belakang adakgsetaraan hak suami dan
istri ini ditandai dengan kesetaraan dalam Undamigog No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan di mana mengeluarkan terobosam wakni istri dapat
bertindak sebagai atas namanya sendiri tanpa mdkaerlijin dari suami di

pengadilan.

- 27 Januari 2011
Penggugat mendaftarkan gugatannya yang tertan@gahr2uari 2011 di
Pengadilan Agama Depok dengan nomor register peerkar
173/Pdt.P/2011/PA.DPK
- 14 Februari 2011

Pada sidang pertama yang dilakukan setelah paek piipanggil secara
patut dan sah, penggugat menyatakan mencabut gugatainya dengan alasan
telah hidup rukun dan damai sebagaimana selayakuogani istri. Berbeda
psikologinya antara wanita dan pria di mana dalasuk ini bisa disimpulkan
bahwa setelah masing-masing melakukan introspeksiakam diri sendiri, mau
duduk sama rendah dalam membahas konflik perkawmareka dan mau
memaafkan dan memperbaiki diri membuat wanita leb@milin untuk kembali
membina rumah tangga mereka dan tidak melanjutleaseferuan mereka di
pengadilan hingga lebih jauh. Peran Hakim dalanukas adalah dengan segera
pada hari itu juga melalui pertimbangan dan hukuoara yang berlaku
mengeluarkan penetapan yang berisikan perdamaiantaia mereka tanpa lebih
jauh ingin mengetahui sebab konflik yang terjadadaperkawinan mereka dan
mengapresiasi perdamaian mereka serta tidak lupaberé&an nasehat dan
petuah yang bijaksana agar kedepannya tidak tedgadiik kembali baik dengan
alasan yang sama maupun berbeda. Dalam hal iniipoeskelum secara konkrit
usaha mendamaikan oleh hakim dilakukan namun aplikal tersebut sudah
dilakukan dengan cara segera membuatkan penetagralanfaian untuk para
pihak.
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4.3 Peran Hakim Agama dalam Penetapan No. 1941/P@#2011/PA.Dpk

Dalam kasus dapat dilihat bahwa para pihak dalanmnhadalah, Deasy
Slat binti Paul Adrian sebagai Penggugat melawairmyi Indra Keswara bin Drs.
B. Indrawan. S. Dalam kasus dapat dilihat bahwa isiiniPenggugat berbeda
dengan Tergugat yang berarti antara para pihak telgadi pisah ranjang atau
tidak tinggal dalam satu atap lagi sehingga bikatdkan telah terjadi perseteruan
yang hebat antar keduanya hingga berujung di péagadalam hal gugatan
maka berdasarkan pasal 73 UU Peradilan Agama berdtdd yang diminta
adalah cerai gugat di mana pihak istri yang merkgaju Berdasarkan pasal
tersebut pada ayat (1) dikatakan bahwa gugatart degakan kepada Pengadilan
yang meliputi daerah hukum domisili penggugat, ydaam hal ini beralamat di
Jalan Tole Iskandar Perum. Mutiora Depok, Kv. 66kBDC No. 7 Kelurahan
Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, kota Depok yanganmaasuk ke dalam
daerah hukum Pengadilan Agama Depok sehingga piagatEpok berwenang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- 22 Desember 2011

Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal 2Enibes 2011 di
Kepaniteraan Pengadilan Depok dan mendapat nomagistee perkara
1941/Pdt.G/2011/PA.DPK

Pada sidang pertama di mana para pihak setelahgijppasecara sah dan
patut telah terlebih dahulu berusaha mendamaikbagse salah satu amanah
pasal 82 ayat (1) UU Peradilan Agama namun terngata pihak masih tinggi
emosinya sehingga mengalami jalan buntu. Tidakdwridi situ, setelah dirasa
gagal mendamaikan, hakim menganjurkan untuk meblakukediasi sehingga

sidang ditunda dan para pihak diberikan kesemp@ganberdamai.
- 20 Januari 2011

Pada sidang berikutnya ditemukan bahwa mediasi g#agukan untuk

para pihak belum berhasil mendamaikan para pihdlagee mana laporan
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mediator pada hari itu kemudian hakim menanyakambedi mengapa keduannya
masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing.

Pada sidang berikut hakim berusaha mendamaikan adencpra
mempersilahkan para pihak untuk menunjuk hakam atang yang dipercaya
agar dapat menjadi rujukan bagi keduannya untuikgsahencurahkan isi hati
mereka lalu mereka menyatakan menunjuk orang tue pmiak sebagai hakam
dan oleh karena itu hakim mempersilahkan untukcdiakan secara kekeluargaan
dengan rujukan masing-masing mengingat umur perk@awiyang masih muda
sehingga untuk itu hakim kembali menunda sidanglaPsidang berikutnya
ternyata setelah dibuka, penggugat datang kepa#étan hemenyatakan akan
mencabut gugatan cerainya karena akan memberik@emigatan kepada
Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga merekaatieim karena itu Majelis
Hakim memutuskan untuk segera membuatkan penetap@s hal tersebut
(perdamaian). Penundaan sidang berulang kali dams teilakukan upaya
perdamaian oleh Hakim sendiri, kemudian di luaasgidiminta kepada mediator
untuk mendamaikan para pihak. Adanya pihak hakariagse® penengah
merupakan bentuk keleluasaan hakim untuk mewujudlasas wajib
mendamaikan para pihak sebagali jalan yang paliiigurduk menangani kasus
perceraian. Berbeda dengan perkara perdata layanya setelah gagal di tahap
mediasi hakim akan langsung melanjutkan memerikséenmm perkara namun
dalam kasus ini, hakim sengaja memberikan keletrmasdau kelenturan waktu
bagi para pihak yang ditujukan agar para pihak deghéh dalam membicarakan
dilema problematika perkawinan mereka di luar sidarang merupakan suatu
bentuk konkritisasi perdamaian baik yang diamamatdalam undang-undang

maupun Al Quran sebagai sumber hukum Islam.

Penundaan pemeriksaan perkara ini tidak dapatakin sebagai bentuk
pelanggaran asas peradilan sederhana, cepat, dga bihgan dikarenakan

berdasarkan pasal 56 ayat (2) UU Peradilan Agadak tiertutup kemungkinan
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untuk menyelesaikan dengan perdamaian dan menahytayHarahap“Karena

hasil perdamaian, jauh lebih adil dari putusan yangpaling adil sekalipun.”®®

1%%0p. Cit.,Yahya Harahap, hal. 73
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di muakanpenulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim dalam satu sisi memiliki kewajiban dntmendamaikan
para pihak sebagai amanah Undang-undang Peraddam# Pasal 82,
namun di sisi yang lain Hakim memiliki kewajibancaea etika profesi
untuk mengadili suatu perkara yang diajukan ke padaya. Penerapan
Asas Wajib Mendamaikan para pihak dalam suatu msmam kasus
perceraian dilakukan pada setiap proses (tahag)dpegan sejak sidang
pertama dilakukan hingga sebelum diputuskannyaiuexkara.

2. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam hal mendamaiean pihak
sangatlah krusial dalam penanganan perkara pepgateraian. Dalam
Penetapan No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Penetapan No.
71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Penetapan No. 1941/Pdt.GHA.Dpk., hakim
sering melakukan penundaan sidang yang bertujuanbergkan jangka
waktu bagi para pihak untuk memikirkan kembali whie problematika
dalam perkawinan mereka sehingga dapat menemulkdn genyelesaian
yang baik bagi para pihak yaitu perdamaian. Tidakyha itu, komunikasi
yang baik antara hakim dengan para pihak denganberempenyampaian

nasehat untuk berdamai menjadi salah satu solagi iyeenunjukkan peran
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hakim yang sangat penting dalam penanganan kasdatpeerceraian di
Pengadilan Agama.
5.2 Saran
Dari pokok bahasan yang telah disebutkan di atesBadd | sampai 1V,
maka penulis memberikan saran yang kiranya dapgadikian bahan masukan
lebih lanjut. Saran tersebut adalah sebagai berikut

1. Perlu dituliskannya suatu perjanjian dalam Penetadperdamaian yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berisikamitoen para pihak
untuk menjaga keutuhan perkawinan mereka dengaakoiein kewajiban
dan memenuhi hak masing-masing serta tidak melakiied-hal yang
dapat menjadi alasan untuk bertengkar atau beikdfmbali.

2. Digiatkan kembali secara intens penyuluhan hukumpa#die masyarakat
luas (khususnya wanita atau ibu rumah tangga) @k instansi
pemerintah atau lembaga sosial masyarakat supayansg istri tidak
mudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilgama bila
menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya.

3. Untuk meningkatkan kinerja peran Hakim Pengadilayaia diperlukan
pengetahuan tambahan di luar Ilmu Hukum, misalryau IPsikologi
untuk penanganan individu dalam hal mengalami Korglipaya dalam
memeriksa dan memutus suatu perkara yang masuk dagsesaikan

dengan baik dan seadil-adilnya.
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PENETAPAN

Nomor : 71/PdLG/2011/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu telah menjatubkan
penetapan pencabutan perkara permohonan itsbat nikah pada pengadilan tingkat
pertama sebagai berikut dalam perkara antara

LEQO BERRY NUGROHO bin FAUZI ANWAR, umur 28 tahun, agama [slam,
pendidikan 5.1, pekeraan swasta, bertempat tinggal di Jalan
Mesjid Hudal Islam, Mo. 53, RT. 001, RW. OF, Kecamatan Pondok
Gede, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut Pemohon; :

MELAWAN

NUR OKTAVIANI binti SYHROMNI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan 0.3,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempal tinggal di Kp. Jatijajar, No
20, RT, 007, RW. 08, Kelurahan Jatijaiar, Kecamatan Simanggis,
kota Depok, selanjutnya disebut Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANY A

Memmbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10
Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada
hari itu juga dengan register Nemar ;| 71/Pdt.P/2011/PA.DPK. . telah mengajukan hal-hal
sebagaimana tersebut dalam permohonan Permohon:

Menimbang, bahwa para Pemchon dan Termchon datang menghadap di
persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, tanggal 21 Februari 2011, setelah
dipanggil secara resmi dan patut Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak

berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangga. bahkan telah melakukan
mediasi untulk itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnys, tanggal 7 Maret 2011
Pemochon datang menghadap di persidangan dengan menyatakan akan mencabut
permohonannya, karena akan menyelesaikan permasalahan ruman tangganya dengan

secara damal dengan Termohon, dan menyerahkan Surit Pencabutan perkaranya
tertanggal 24 Februari 2011;

|
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F-a

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini harus dianggap lelah termasuk dan merupakan bagian dar

penetapan ini,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan iujuan permechonan Femohon adalah
sebagaimana yang telah disebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon datang menyatakan  mencabu
permchonannya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pokok perkaranya belum
dipariksa, maka Ketua Majelis berpendapat hahwa perkaranya telah selesar dengan
dicabut, oleh Karenanya pencabutan perkara Nomor . 71/PALG2011/PA. Dpk. Harus
ditetapkan dicabut, pernyataan Femohon tersebut sesual dengan maksud pasal 271 Ry
yvang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permochonan Femohon
sebelum pokok perkaranya diperiksa dengan tanpa meminta persetujuan dar
lawannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal B9 ayat (1) Undang — undang Nomor 7 Tahun
1889, yang telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 3 Tahun 2008, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2002 biaya perkara dibebankan kepada
Pemohaon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkare ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon  untuk mencabut  perkara Momor
TUHPAL.G./2011/PA.Dpk.

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
201.000,00 (duaratus seribu rupiah).

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Fengadiian
Agama Depok pada hari ini Senin, tanggal7Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal
2 Rabiuul Tsani 1433 H. oleh kami ;. Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H. sebagai Ketua
Majelis. Dra. NURMIWATI dan Dra. Hj. ROGAYAH masing-masing sebagai Hakim
Angoota. Penetapan ini divcapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh ARIFIN, 5.
Ag., M. HI. sebagai Panilera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon ;
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Hakim Anggota

Dra. NURMIWATI

Dra. Hj. ROGAYAH

Rincian Biaya - 1

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Fp 30.000,00

3, Panggilan Rp 130.000,00

4, Redaksi Rp  5.000,00

5. Meterai Rp 600000
Jumlah Rp 201.000,00

Peran hakim ...,

Ketua Majelis
METERAT j !
TEMPELI, %
"5EZ£MF:>2QHGE;,

5"-\-“ k FUH LA

CODW [

Drs. H. A. BAIDHO

Fanitera P anti

7

}RFI%.B. Ag., M. HI.

E
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PENETAPAMN
Momor | 173/Pdt.Pr2011/PA. Dpk.

BISMILLLAHIRRAHMANIREAH I
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu lelab menjatuhkan
penetapan pencabutan perkara permohonan gugatan perceraian pada pengadilan
tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara antara

YETI RACHMAYATI BINTI H.M. SUHAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tnggal di Kp. Kekupu RT, 005 / RW. 005
No. 12A Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya
disebut Penggugat;

ERWIN EKA YULIANDHI BIN SHANA DJAUHARI, umur 42 tahun. agama Islarm,
pekerjaan Pegawai Swasta, berternpat tinggal di Kp. Kekupu RT
005 / RW. 005 No. 12A Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota
Depok, selanjutnya disebut Tergugat!

TENTANG DUDUK PERKARANY A

Menimbang. bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari
2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27
Januari 2011 dengan register Nomor ;. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., telah mengajukan hal-
hal sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di
persidangan pada tanggal 14 Februari 2011, dan pada har itu juga Penggugal
menyatakan mencabut  gugatannya  dengan  menyerahkan  surat  permohonan
pencabutan perkara tanggal 14 Februari 2011 karena Penggugat dan Tergugat sudah
hidup rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari

penetapan ini

TENTANG HUKUMMNY A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
yang telah disebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugal datang menyatakan mencabul
gugatannya sebagaimana lersebut di atas, sedangkan pokok perkaranya belum
diperiksa, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa perkaranya telah selesai dengan
dicabut, oleh karenanya pencabutan perkara Nomor @ 173/Pdi. G/2011/PA_ Dpk._harus
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ditetapkan dicabut, pernyataan Penggugat tersebut sesuai dengan maksud pasal 271
Rv yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan gugatan Penggugat
sebelum pokok perkaranya diperiksa dengan tanpa meminta persetujuan dari lawannya:

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang — undang Nomor 7 Tahun 1988,
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor §0 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para
FPenggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan  Penggugat wntuk  mencabul  perkara  Nomaor
17 APt P2011/PA Dpk.

2. Membebankan kepada Penggugal untuk membayar biaya perkara ini sgjumlah Rp
171.000,00 (seratus tujunpuluh saturibu rupiah).

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah IMajelis Hakim Pengadilan
Agama Depok pada hari ini S8enin, tanggal 14 Februari 2011 M, bertepatan dengan
tanggal 11 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami : Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H. sebagal
Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan Dra. Hj. ROGAYAH masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Penetapan int diucapkan dalam sidang terbuxa untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh
ARIFIN, 3. Ag., M. Hl. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadirl sendin oleh

FPenggugat dan Tergugat,
Hakim Anggota Kelua Majelis
Dra. NURMIWATI ; Drs. H. A. BAIDHOW!I, M.H.

Dra. Hj. ROGAYAH
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ARIFIN, §. Ag., M. HI.
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PENETAPAN
Momar ; 1941/Pdt. G/2010/PA. Dpk,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara cerai gugai telan
menjatuhkan penetapan pada pengadilan tingkat pertams sebagai berikut dalam
perkara antara ;

DEASY SLAT binti PAUL ADRIAN, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan 0.1,
pekerjaan ibu rumah tanoga, tempat tinggal di Jalan Tole |skandar,
Perum, Mulicara Depok, Kv. 66, Blox DC, No.7. Kelurahan
Sukmajava, Kecamatan Sukmajaya, kota Depok,  selznjutnya
disebut Fenggugat

MELAWAN

JIMMY INDRA KESWARA bin Drs. B8, INDRAWAN. 5. umur 31 tanun. aaama Isiam
pendusikan 5.1, pekenaan swasta, empat tnaaal d o Jzlan Tiga
Berlian WL No 47, Komo. Kramavuda. Kelurahan Mekarsar

Kecamatan Cimanaais, kate Depak, selanuimnyva gisebut | erduas!

TENTAKMG DIINHK PERICARANY A

fAsnimbang Sanws Penaauaat aatam sural gquaaiannva ertanan g 21 Lesemnsr
£010 vana telah digafiarkan di Kepaniteraan Peraadian Agaria Lienok bads 1anaa A0
Uesembar 110 denaan  T1ecisier  MNemaol T4 PGl G A, LiFs =150
menoaukan hal-nal sepagaimana iersebul dalams cuasian Henaaguaart

Menimbanag, Dahwea Hengoudar dan | efougas @lak datans meranadac
persidanaan  cada nan vanos telan  dilstaoEan. Kelda Maiehs tslah Serusahs
mendaialkan oara pihak dan melakukan medias

Menimbana, Sanwa medias) vano dilaksanakan paca rfancoaal 45 Januan S0
mamun beim bermas mendamaikan Pengdudat dan ierudgat

Menmimbano. Dahwa pada persidangan berkutnva, Fengaugat can | ersusa)
satand, dan Fenaauaat menvatakan mencabut auaatannyl secara Ssan Sohoi.en
Cibacakan guGatan Penddudat. karena akan memben Koscricalan Hopaca L orpuaao

Ve e [ . 5 i - . - e e T o e ey —p i e
LR MOMSoiaik kembah Sorruman andaa antara Mongousst dencan lorguass

e e e e e i L ey T T
ik LAl whn s L1 I NG AT LA LR aFhe Bad d e Lo b A TH T B o Ao o S T BB s ] )t R et e e e 1

A e b e e e e [y A s e ey m i e i TN o e = it

B L e R e S L I W N (T ) e W B T I O b L S STy R [ w i 4 Lt d

e L
P b e o it
TEMTARMS ST LY O
BArsE i s s S = 1aden AL - - =] et Rl =t =t o P N e Y | A PO e I
MenimEang cahwa Maradd danuluan susatan Henoakoat adaiss sgnassimans

WANE WA GERNLT S Judadatan FaEngouas:
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Menimbang, bahwa karena Penggugat datang menyatakan mencabut
gugatannya sebagaimana tersebul di atas, maka Ketua Majelis dapat mengabulkan
cermahonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dan menyatakan perkaranya
telah seiesai  dengan dicabut, oleh karenanya pencabutan  perkara  MNomor
1941/Pdt. G/2010/PA, Dpk. harus ditetapkan dicabut, pemyataan Penggugat tersebut
sesuai dengan maksud pasal 271 Rv yang pada pokoknya diperbolehkan adanya
pencabutan gugatan Pengugat sebelum pokok perkaranya diperiksa dengan tanpa
meminta persetujuan dari lawannya;

Menimbang, bahwa eleh karena perkara ini termasuk ¢lalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988,
yvang telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
Undang-Undang Momer 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan segala ketentuan peraturap perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara int,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permchonan  Pemohon  untuk  mencabut  perkara  Nomor
18941 /Pdt.P f2010/PA. Dpk.

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
171.000,00 (seratus tujuhpuluh saturibu rupiah)

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 H. Oleh
rami, Ors. H. A. BAIDHOWI, M. H. Eebayal Kaiua Majalis, Dri. NURMIWATIL dan Dra,

ROGAYAH masing-masing sebagai anggots Majzlis, vang dibacalan pads Man o jugs
cieh Wetua Majeliscdengan dibgdin Sleh para anggotz mEjelisdengan dibantu olah
ARIFIN, 5, Ag., M. Bl ssbagai Paniteia Pengganti, sera dihadin oleh Pengougat dan
Tergugat

Hakim Anggota,

TEMPEL
= '_:I,.'\_,J-/I/ T

IHLERAAFIGIOE 5?:\ i

/ri_*—’ mm;wu_;mu
g o/ GO, BEE—— —
Dra. NURMIWAT| Drs. H. F’\. Eﬁ.[DHDWI. M.H.
".I

@( J

Dra. ROGAYAH

Ketua Maje
.'»-‘i.I:fTEJ:{{“.] F /} i

Fanitera P

N, S. Ag., M. HI.
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o "'Eiag;a::

2. Proses
2. Panggilan
3. Redaksi

Rp 30.000,00
Rp  5.000,00
Rp _6.000,00 +

Jumlah

Rp 171.000,00
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‘: Kampus Baru Ul, Depok 16424, Indonesia
A Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
AEYS Faks. (021) 7270052, E-mail ; efhaui@makara.cso.ui.ac.id

“

Namer | 663 H2.FS PSR/PIDP.O4.01 Skripsif201 |
Hal ¢ Permohonan Penclitian/Wawancaa

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Apama Depok
Di
Tempat

Gengan hormat,
Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakulas Hukum Universitas Indonesia:
N ama :oArdi Jaya Pradipta

Mamor Pokok : DM62T6Y23

Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menulis skripsi mengenai:

"Peran Iakim Pengadilan Agama Dalam Penanganan Kasus Perceraian”
Schubungan dengan hal tersebut di atas, mohon agar mahasiswa yang bersangkutan
diperkenankan melakukan penelitian/wawancara guna melengkapi bahan-bahan didalam

penulisan skripsi tersebut,

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih,

Depok, 8 Maret 2011

Judtert,fo
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